
Menimbang

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2Z TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

a. bahwa pereneaflaall pembangunan daerah
merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan
pembangunan be{alan efektif, efisien dan
bersasaran, sehingga tercapai tujuan
pembangunan Daerah yang berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan Kabupaten
Purworejo, diperlukan perencanaan secara
holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa untuk memberikan pedoman
perencanaan pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja perangkat
Daerah Tahun 2O26;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

q.

Mengingat

BUPATI PURWORF^IO
PROVINSI JAWA TENGAH



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daeral, adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan

perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah Tahun 2O26 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode I (satu) tahun anggaran yang
dimulai pada I Januari 2026 d,ar,, berakhir pada 31 Desember 2026.

6. Rencana Keq'a Perangkat Daerah rahun 2026 yangseranjutnya disebut
Renja PD Tahun 2026 adarah dokumen perencanaan perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari
2026 dan berakhir pada 3l Desember 2026.
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Pasal 2

(1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 1

memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah

(2) Dokumen Renja PD Tahun 2O26 disusun berpedoman kepada
rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan
RKPD Tahun 2O26.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi rencana ke{a perangkat daerah tahun

lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. bab IV : r€ncana kerja dan pendanaan p€rangkat daerah; dan
e. bab V : penutup.

(2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagatmana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam L"ampiran yang merupakan bagian tidat< terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pengundangan
Berita Daerah

pada tanggal orfuofir b29
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TUTI
Diundangkan di purworejo
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LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 2}TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan diawali dari penyusunan perencana€rn
yang baik dengan tujuan, sasarurn maupun target yang diharapkan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 menyebutkan bahwa
perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan
Nasional sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004
diatas terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun oleh
Kementerian/ Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dilaksanakan
melalui penyusunErn dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan daerah
yang telah disusun tersebut perlu dijabarkan lagi oleh setiap perangkat
daerah selaku pelaksana pembangunan di daerah kedalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah sebagai
pedomarl operasional penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
program pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau yang biasa
disebut Rencana Ke{a Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen
perencurnaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja
Perangkat Daerah disiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD). Renja perangkat daerah yang disusun
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan
strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), s€bagai implementasi
pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa

tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan-tahapan penyusunan tersebut
meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
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pusat dan daerah da t dinarasikan se rti dalam bar berikut :

*Sumber Data: Permendagri 86/2017, Permendagi 22/2O18

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis
ke dalam langkah-langkah tahunan Perangkat Daerah secara lebih
konkret dan terukur. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan juga menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Keq'a dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)
yang akan dirangkum menjadi bahan peny'usunan RAPBD Kabupaten
tahun berkenaan.
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c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rzrnczrngan akhir; dan
f. penetapan.
Pelaksanaan tahapan penyusunurn Renja Perangkat Daerah dapat

dilihat pada gambar 1.1

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagran dari perencanaan
pembangunan nasional memiliki saling keterkaitan dengan dokumen
perencanuran pembangunan lain. Renja Perangkat Daerah mempunyai
fungsi penting dalam sistem perenc€rnaan daerah, dimana Renja
Perangkat Daerah mene{emahkan perencan€rn strategis jangka
menengah (RPJMD dan Renstra PD) kedalam rencana, program dan
penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana
Keda Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra-PD) dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun
sebelumnya serta melihat dinamika permasalahan yang berkembang dan
kebutuhan masyarakat. Penetapan tujuan, sasaran, indikator kineq'a,
pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program kegiatan
dilakukan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan
pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD
tahun perencanaan. Sistematika hubungan perencanaan pembangunan
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Gambar 1. 1
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1.2. l"andasan Hukum
1. Pasal 18 ayat (16) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42861;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran N"ga."
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2t23 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keg'a menjadi Undang-Undang (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubtik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah
dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun
2O24 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ter,tang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentang Iaporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pen5,,usunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025:'

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tatun 2O2l
Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo (lembaran Daerah Kabupaten purworejo
Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten purworejo Nomor l0 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten purworejo
Tahun 2O2l-2O41 (Lembaran Daerah Kabupaten purworejo
Tahun 2021 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten purworejo Nomor 11 Tahun 2O2l
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Angg aran 202l-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor l0 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2O2l Tentang
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Putworejo Tahun 2021-
2026 {perita Daerah Tahun 2O21 Nomor 144 Seri E Nomor 74)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2O2l
Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo
Tahun 202l-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2024 Nomor 31 Seri E Nomor 3O);

17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 "fenfang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Ke{a
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2)

18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2026.

1.3. Maksud dan Tujuan
Peny.usunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2026 dilaksanakan dengan maksud :

a. Menjabarkan rencana strategis perangkat daerah dalam rencana
ke{a tahunan perangkat daerahjangka pendek (1 tahun).

b. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat
Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu
menjadi rencana Keq'a Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 adalah:

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanakaan program dan kegiatan
selama 1 tahun untuk mencapai tujuan, sasaran dan target
capaian kinery'a berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Daerah.

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan renc€lna anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
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I .4. Sistematika Penulisan
Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Inspektorat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

BAB II

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai Latar belakang,
l,andasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika
Penulisan.

: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan,
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

:TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2026.

:RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

: PENUTUP
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan Renja dan Rencana
Tindak Lanjut secara garis besar.

BAB III

BAB IV

BAB V

1



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANCKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.l.Evaluasi Pelalsanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo
Talrun 2O24 menyajikan pengukuran terhadap hasil capaian kine4'a
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan kine4'a kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Inspelrtorat Daerah Kabupaten Purworejo
selama tahun 2024. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam
penyusunan rencana ke{a tahun 2026 darl. perencanaan pada tahun-
tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu bertujuan
untuk mengidentifikasi pencapaian perangkat daerah dalam memenuhi
target sasaran program kegiatan yang ditetapkan dan hambatan
permasalahan dalam pelal<sanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi lr,laksanaan renja tahun sebelumnya,
perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan / tindakan perencanaan
dan penganggar:an yang perlu diambil untuk mengatasi falrtor-faktor
penghambat dan permasalahan dalam merealisasikan Iisik kegiatan dan
penggunan anggaran program/kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang
diambil dapat berupa efisiensi alokasi belanja sesuai kebutuhan
pencapaian target, penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang
belum mencapal target, penyesuaian indikator dan target kinerja
keluaran/hasil kegiatan; dan perumuskan kembali kegiatan prioritas dan
lanjutan untuk percepatan pencapaian target.

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 Program, 12
Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan. Adapun capaian kine{a renja dan renstra
berdasarkan evaluasi pelaksanaan sampai dengan taleun 2O24 adalah
sebagai berikut:
l Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kine{a

hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 secara umum telah
dieselenggarakan semua sesuai target program kegiatan yang telah
direncanakan narnun masih terdapat subkegiatan yang tidak
memenuhi target. Adapun program/ kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tahun 2024 adalah
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada
subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
Dari target kine4ia 4 laporan hanya tercapai 2 laporan. Hal ini
dikarenakan pada subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/ Daerah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan
permintaan dari Aparat Penegak Hukum. Sampai dengan akhir
tah:ur. 2024 hanya terdapat 2 permintaan penanganan dari Aparat
Penegak Hukum dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan
permintaan.

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kine{a
hasil/ keluaran yang direncanakan;
Program/kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 sebag1an besar
telah memenuhi target kinerja. Hal ini dikarenakan dalam
pelaksanaan telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi
kinerja secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pergeseran
anggaran dan target kinerja menyesuaikan kebutuhan dan
perubahan jadwal kineg'a. Program/ kegiatan yang telah memenuhi
target kineg'a hasil/ keluaran yang direncanakan tahun 2024 antara
lain:
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a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineqja
Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen tercapai 3 dokumen,
sub kegiatan yang memenuhi target kine{a yang direncanakan
yaitu:
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari

target 19 dokumen tercapai 19 dokumen;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari target 16 laporan
tercapai 16 laporan;

3) Evaluasi Kine{a Perangkat Daerah dari target 3 laporan
tercapai 3 laporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target
1007o tercapai 100o/o, sub kegiatan yang memenuhi target kine4'a
yang direncanakan yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari target 64

orang/bulan tercapai 65 orang/bulan
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengnjian/ Verifikasi

Keuangan SKPD dari target 12 dokumen tercapai 12
dokumen;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dari target 6 laporan tercapai 6 laporan;

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dari target 26 laporan tercapai
26 laporan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan
target 10O7o tercapai 1007o, sub kegiatan yang memenuhi target
kine{a yang direncanakan yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD dari target 2 dokumen tercapai 2 dokumen;
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dari target 2

laporan tercapai 2 laporan.
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan

target 1o0o/o tercapai 1007o, sub kegiatan yang memenuhi target
kinerja yang direncanakan yaitu:
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kineq'a Pegawai dari

target 1 dokumen tercapai 1 dokumen;
4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi dari target 120 orang tercapai l2O orang;
5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dari target 130

orang tercapai 130 orang;
6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang

Undangan dari target l0O orang tercapai 100 orang.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target

1007o tercapai 1007o, sub kegiatan yang memenuhi target kineqja
yang direncanakan yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor dari target I paket tercapai I paket;
2i Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari target 1

paket tercapai 1 paket;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari target 3 paket

tercapai 3 paket;
4) Penyediaan Bahan logistik Kantor dari target 12 paket

tercapai 12 paket;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari toxget 2

paket tercapai 2 paket;
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6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan dari target 1 dokumerr tercapai 1 dokumen;

7) Penyediaan Bahan/ Material dari target 1 paket tercapai 1

paket;
8) Fasilitasi Kunjungan Tamu dari target 12 laporan tercapai 12

laporan;
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari

target 12 laporan tercapai 12 laporan;
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dari target 4

dokumen tercapai 4 dokumen;
11)Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD dari target 2 dokumen tercapai 2
dokumen.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dengan target 3 jenis tercapai 3 jenis, sub
kegiatan y.rng memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
1) Pengadaan Mebel dari target 1 unit tercapa.i 1 unit;
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari target 7 unit

tercapai 7 unit;
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan l,ainnya dari target 2 unit tercapai 2 unit.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah dengan target 3 laporan tercapai 3 laporan, sub kegiatan
yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari target 12 laporan

tercapai 12 laporan;
2) Penyediaan Layanan Komunikasi. Informasi, Sumber Daya Air

dan Listrik dari target 12 laporan tercapai 12 laporan;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target 12

laporan tercapai 12 laporan.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan target 5 jenis tercapai 5 jenis, sub
kegiatan yang memenuhi target kine{a yang direncanakan yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
dari target 1 unit tercapai 1 unit;

2) Penyediaan Jasa Pemelih araan, Eiaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau la.pangan
dari target 5 unit tercapai 5 unit;

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari target 68 unit
tercapai 68 unit;

4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
l,ainnya dari target 1 unit tercapai 1 unit;

5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan l,ainnya dari target 26 unit tercapai 26
unit

i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target
1OO"/o tercapai 1009'o, sub kegiatan yang memenuhi target kinerja
yang direncanakan yaitu:
1) Reviu Laporan Kine{a dari target 3 laporan tercapai 3

laporan;
2) Reviu Laporan Keuangan dari target 71 laporan tercapai 71

laporan;
3) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI dan Tindal< Ia.njut Hasil Pemeriksaan APIP dari target
6 dokumen tercapai 6 dokumen.
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j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengaw'asal dengan target 1OO7" tercapai l OOol",
sub kegiatan yang memenuhi target kineg'a yang direncanakan
yaitu:
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasandari target 3 rekomendasi tercapai 3
rekomendasi;

2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasandari target 3 rekomendasi tercapai 4
rekomendasi.

k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan target 100%
tercapai 10096, sub kegiatan Jrang m€menuhi target kinerja yang
direncanakan yaitu:
1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

dari target 6 perangkat daerah tercapai 6 perangkat daerah;
2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari target 3
kegiatan tercapai 3 kegiatan;

3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
dari target 165 perangkat daerah tercapai 165 perangkat
daerah.

3. Realisasi program/ kegiata.n yang melebihi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan.
Hasil evaluasi pelaksanaan renja yang dilaksanakan menemukan
terdapat Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan tahun 2024 antara lein:.

l) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dari target 119
laporan tercapai 120 laporan;

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dari target 119
laporan tercapai 120 laporan;

3) Pengawasan Desa dari target 83 laporan tercapai 85 laporan;
4) Keq'asama Pengawasan Internal dari target 3 kesepakatan

tercapai 4 kesepakatan;
5) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target 115 laporan

tercapai 153 laporan;
4) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi

Birokrasi dari target 182 perangkat daerah tercapat 212
perangkat daerah.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan.
Faktor pendorong yang menjadi penyebab kegiatan bisa
memenuhi/melebihi target kinerja antara lain:
a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan

dan pembinaan penyeleng8araan pemerintahan daerah
b. Komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil

pengawasan dan melaksanakan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi

c. Komitmen Tim dan manajemen Inspektorat Daerah dalam
melaksanakan pengawasan.

d. Peningkatan kompetensi APIP melalui keikutsertaan diklat.
Faktor penghambat yang menjadi penyebab kegiatan belum bisa
memenuhi target kinerja antara lain:
a. Perubahan kebijakan dan pedoman dari Pemerintah Pusat yang

dinamis

,(



b. Belum optimalnya keqiasama pengawasan intemal dengan
Aparat Penegak Hukum dan APIP lainnya.

c. Perangkat daerah / obyek pengawasan tidak siap dengan data
),ang diperlukan pada pelalsanaan pemeriksaan

d. Respon perangkat daerah / mitra pengawasan dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

e. Keterlambatan penyelesaian laporan Hasil Pemeriksaan.
f. Kompetensi SDM pengawasan yang belum merata.
C. Keterbatasan personil dan waktu penugasan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah.
Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra perangkat
daerah antara lain:
a. Tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dapat tidak

tercapai.
b. Target capaian program renstra tidak terealisasi sesuai rencana

yang ditetapkan.
c. Anggaran program/kegiatan tidak terealisasi secara maksimal

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kebijakan/ tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab adalah:
a. Melakukan evaluasi secara berkala dan perbaikan perencanaan

penganggaran pada tahun berikutnya
b. Melakukan komunikasi dengan obyek pengawasan terkait data

yang diperlukan.
c. Meningkatkan kendali mutu pengawasan dalam pelaksanaan

kegiatan pengawasan dan penyusunan laporan,
d. Melakukan evaluasi pelaporan dan percepatan penyelesaian LHP

yang masih belum selesai.
e. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan rapat koordinasi

pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
f. Meningkatlan koordinasi dengan mitra pengawasan dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi
g. Meningkatkan dan mengoptimalkan ke{asama pengawasan

dengan Aparat penegak hukum dan APIP lainnya.
h. Melakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan program

kerja pengawasan tahunan pada tahun berikutnya
i. Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan secara

berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis,
substantif dan sertilikasi keahlian.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Purworejo dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun
2024 dapat diiihat pada tabei T-C.29 berikut ini.
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Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Purworejo

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

1 2 J 4 5 6 7 8-{7 /61 9 1O=(5+7+9) l 1=(1ol4)
0
6

Urusan Unsur
Pengawasan Urusan
Pemerintahan.

0
6

o1 Bidang Urusan
Inspektorat Daerah

U

6
o1 o1 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/K(}TA

Persentase
Pelaksanaan
Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah
Kabupaten

lOOo/o lOQo/o lOOo/o lOOo/o lOOo/o lOOo/o loo% 100o/o

0
6

o1 o1 201 Perencanaan
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat daerah

23
Dokumen

t4
Dokumen

J

Dokumen
3 Dokumen lOOo/o 3 Dokumen 20

Dokumen
86,960/o

0
6

o1 01 20L oo
o1

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

89
Dokumen

30
Dokumen

19
Dokumen

19
Dokumen

lOOo/o 19
Dokumen

68
Dokumen

76,400/o

,l

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kineq'a

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realieasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun bedalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Realisasi

(vrl

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
2r)25t

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(v"l



1 2 4 5 6 7 8=(7 /61 9 1O-(5+7+9) Lr=(tol4l
o
6

ol o1 20L oo
o2

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,oo%

o
6

o1 o1 201 oo
o3

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA.SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,ooo/o

o
6

o1 o1 20t o0
o4

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,oo%

o
6

o1 o1 20t oo
o5

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA.SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,oo%

I

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Kcluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O2a)

Target
program

dan
kegiatan

(Renja
Perangkat

Daerah
tahun 2025)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Roalisasi

(v,l

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
2025t

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra
(v"l



1 2 3 + 5 6 7 8={7 /61 9 1O-(5+7+9) 1 1=(1o/4)
o
6

o1 o1 201 oo
o6

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kineq'a dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

8O Laporan 32 Laporan
Laporan

16 L6 Laporan lOOo/o 16 Laporan 64 Laporan 80,ooo/o

o
6

o1 o1 20r oo
07

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

23 Laporan 8 Laporan 3 Laporan 3 Laporan l OOo/o 5 Laporan 16 Laporan 69,560/o

o
6

o1 o1 202 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Layanan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

lOOo/o LOOo/o LOOo/o LOOo/o lOOo/o lOQo/o lOOo/o 1O0,OOo/o

o
6

o1 o1 202 oo
o1

Penyediaan caji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

319 Orang 132 Orang 64
Orang/bul

an

65
Orang/bula

n

10 1 ,560/o 64
Orang/bula

n

261 Orang 8L,820/o
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Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Kcluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O2a)

Target
program

dan
kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun bedalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Rcalisaai

(vrl

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
bcrjalan
(tahun
2rJ251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra
('/rl



4 5 6 7 8=(716], 9 1O-(5+7+9) 1 1=( 1Ol4)1 2 3

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

60
Dokumen

24
Dokumen

t2
Dokumen

L2
Dokumen

lOOo/o r2
Dokumen

4A
Dokumen

80,ooo/oo
6

ol o1 202 oo
o3

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

3O Laporan 12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan lOOo/o 6 Laporan 24 Laporan 80,OOo/oo
6

ol o1 202 oo
o5

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

52 Laporan
Laporan

26 26 Laporan lOOo/o 26 Laporan LO4
Laporan

80,ooo/oo
6

o1 o1 202 oo
07

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Se
mesteran SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

130
Laporan
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Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kineq'a
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kine{a

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Realisasi

lt/rl

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
borjalan
(tahun
20251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(vrl



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerl'a
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O2a)

Target
program

dan
kegiatan
(Renja

tahun 2025)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Realisaei

(o/ol

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kogiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
2025)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(o/ol

1 4 5 6 7 8=l7l6l 9 1O=(5+7+9) r r=(1ola)
o
6

o1 o1 203 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Persentase Layanan
Administrasi Barang
Milik Daerah (BMD)
pada Perangkat
Daerah

100% loo% lOOo/o 'J"OOo/o 100o/o \ooo/o lOOo/o 100,00%

o
6

o1 o1 203 oo
ol

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

9 Dokumen 3 Dokumen 2
Dokumen

2 Dokumen LOOo/o 2 Dokumen 7 Dokumen 77,780/o

o
6

o1 ol 203 oo
06

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

9 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan lOOo/o 2 Laporan 7 Laporan 77,780/o

0
6

o1 o1 205 Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Persentase Layanan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

lOOo/o lOQo/o lOOo/o TOOo/o lOOo/o lOOo/o r00% 100,000/o

o
6

01 o1 205 o0
o2

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

1 Paket 1 Paket I Paket 100,00%

.4



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O24) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daera.h
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Realieasi

(o/ol

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
be4'alan
(tahun
20251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra
(v"l

1 2 J 4 5 6 7 8=(7 /61 9 1O=(5+7+9) 1 1=( 1o/4)

o
6

o1 o1 205 oo
o3

Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

1 Dokumen 1 Dokumen I Dokumen 1O0,OOo/o

0
6

o1 o1 205 oo
05

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

5 Dokumen 2 Dokumen I
Dokumen

1 Dokumen lOOo/o I Dokumen 4 Dokumen 80,000/o

o
6

o1 o1 205 oo
o9

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

49O Orang 138 Orang 12O Orang 120 Orang 100% 62 Orang 321 Orang 65,51%

o
6

o1 o1 205 oo
10

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

52O Orang 177 Orang 13O Orang 13O Orang LOOo/o 63 Orang 37O Orang 7 1,t50/o

o
6

o1 o1 205 oo
11

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

43O Orang 112 Orang 1OO Orang lOO Orang l OOo/o 0 Orang 2L2 Orang 49,300/o

.l



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)

Target
program

dan
kegiatan

(Renja
Perangkat

Daerah
tahun 2025)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2424

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Rcalisasi

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
2O25],

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra
(vrl

I 2 J 4 5 6 7 8=(7 /61 9 lO-(5+7+9) tl=(ro/ 4l
o
6

o1 o1 206 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase Layanan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

lOOo/o LOOo/o LOOo/o LOOo/o lOOo/o 100% lOOo/o 100,ooo/o

0
6

o1 o1 206 oo
01

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

7 Paket 3 Paket 1 Paket I Paket LOOo/o 1 Paket 5 Paket 71,430/o

o
6

o1 oi 206 oo
o2

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100o/o O Paket 3 Paket 60,o00/o

o
6

o1 o1 206 oo
o3

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan

10 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 1 Paket 7 Paket 70,ooo/o

o
6

ol o1 206 00
o4

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

58 Paket 24 Paket 12 Paket 12 Paket lOOo/o 12 Paket 48 Paket 82,760/o

o
6

ol o1 206 oo
o5

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

30 Paket 24 Paket 2 Paket 2 Paket lOOo/o 2 Paket 28 Paket 93,330/o

I



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outeomes)/

Kegiatan (output)

Kinerja
Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Rcalisasi

(v'l

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
20251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra
wt

1 2 J 4 5 6 7 8=(7161 9 tO=(S+7+9) r 1=(1ol4)
U

6
o1 o1 206 oo

o6
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

7 Dokumen 4 Dokumen 1

Dokumen
1 Dokumen LOOo/o 1 Dokumen 6 Dokumen ,85,7lo/o

o
6

o1 01 206 oo
07

Penyediaan
Bahan/Material

Jumlah Paket
Bahan/Material yang
Disediakan

5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket LOOo/o 1 Paket 4 Paket 80,00%

o
6

o1 o1 206 oo
o8

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

60 Laporan 24 Laporarr t2
Laporan

12 Laporan LOQo/o 12 Laporan 48 Laporan 80,000/o

0
6

o1 o1 206 oo
o9

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

6O Laporan 24 Laporan t2
Laporan

12 Laporan 100% 12 Laporan 48 Laporan 80,o0%

o
6

ol o1 206 oo
10

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

20
Dokumen

8 Dokumen 4
Dokumen

4 Dokumen IOOo/o 4 Dokumen 16
Dokumen

80,o00lo

o
6

o1 o1 206 oo
11

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

10
Dokumen

4 Dokumen a

Dokumen
2 Dokumen 100% 2 Dokumen 8 Dokumen 80,00%

,l



1 J 4 5 6 7 8=(7 /61 9 1O=(5+7+9) l 1=(1o/4)
U

6
o1 o1 207 Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Barang Milik Daerah
(BMD) Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah yang
diadakan

14 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis l OOo/o 2 Jenis 12 Jenis 85,71o/o

o
6

o1 oo
o1

01 207 Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Disediakan

I Unit 1 Unit 1 Unit 10O,OO7o

o
6

o1 01 207 oo
02

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan

2 Unit 3 Unit 3 Unit 150,0O%

o
6

0t o1 207 oo
o5

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

65 Unit 64 Unit I Unit 1 Unit lOOo/o 2 Unit 67 Unit 103,O80/o

o
6

ol o1 207 oo
o6

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit
Peralatan dan Mesin
Lainnya yang
Disediakan

165 Unit 81 Unit 7 Unit 7 Unit lOOo/o O Unit 88 Unit 53,33%

^

Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kine{a

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
?ahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O2a)

Target
program

dan
kegiatan

(Renja
Perangkat

Daerah
tahun 2O25)

Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Realisasi

(w

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
2o251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(v"l



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O24) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Rcalisasi

(v.l

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
2025t

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra
Pl

1 c 4 5 6 7 8-(7161 9 rO=(5+7+9) r 1=(10/4)

o
6

o1 o1 207 00
o8

Pengadaan Aset Tak
Berwujud

Jumlah Unit Aset Tak
Berwujud yang
Disediakan

I Unit O Unit O Unit o,ooo/o

o
6

o1 o1 207 oo
10

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

17 Unit 11 Unit 2 Unit 2 Unit lOOo/o 2 Unit 15 Unit 88,230/o

o
6

o1 o1 2oa Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

15 Laporan 6 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan L2 Laporan 80,ooo/o

o
6

o1 o1 204 oo
ol

Penyediaan Jasa Surat
Men3rurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

6O Laporan 24 l,aporar. t2
Laporan

12 Laporan lOOo/o 12 Laporan 48 Laporan 80,ooo/o

o
6

o1 o1 204 00
02

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

6O Laporan 24 Laporan t2
Laporan

12 Laporan lOOo/o 12 Laporan 48 Laporan 80,o00lo

I



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kine{a

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2023

Target
program

dan
kegiatan

(Ren1a
Perangkat

Daerah
tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Realisasi

(/.1

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
beq'alan
(tahun
2025)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(vrl

1 3 4 6 7 8-(7 /61 9 1O-(5+7+9) 11=(10/a)
0
6

o1 o1 204 oo
o4

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

6O Laporan 24 Lapran t2
Laporan

12 Laporan LOOo/o 12 Laporan 48 Laporan 80,oo%

6
o1 o1 209 Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jenis Barang Milik
Daerah (BMD)
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dipelihara pada
ta.hun tertentu

26 Jenis 6 Jenis 5 Jenis 5 Jenis lOOo/o 5 Jenis 16 Jenis 6L,540/o

o
6

o1 o1 209 oo
o1

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

5 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit lOOo/o 1 Unit 4 Unit 80,000/o

n
6

o1 o1 209 oo
02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

29 Unit 21 Unit 5 Unit 5 Unit LOOo/o 4 Unit 30 Unit 1o3,440/o

,l

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O24)



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Rcalisagi

tw

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
202sl

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

lhl

1 4 5 6 7 8=(716]' 9 1O=(5+7+9) r r=(1o/a)
o
6

o1 o1 209 oo
o5

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang
Dipelihara

20 Unit 20 Unit 2O Unit 100,000/o

o
6

01 o1 209 oo
o6

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

395 Unit 156 Unit 68 Unit 68 Unit 10Oo/o 68 Unit 292 Unit 73,920/o

o
6

o1 o1 209 oo
o9

Pemeliharaan,/ Rehabilitas
i Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilit
asi

5 Unit 2 Unit I Unit 1 Unit 100% 1 Unit 4 Unit 80,00%

o
6

o1 o1 209 oo
10

Pemeliharaan/ Rehabilitas
i Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/ Direhabilit
asi

124 Unit 49 Unit 26 Unit 26 Unit lOOo/o 24 Unrt 99 Unit 79,830/o

o
6

o1 o2 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Persentase
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

lOOo/o LOOo/o lOOo/o lOOo/o 100o/o lOOo/o 100% lOOo/o

Persentase
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

lOOo/o 1O0o/o \ooo/o 1O0o/o lOOo/o lOOo/o lOOo/o

I

lOOo/o



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kineq'a
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kineqia
Hasil

Program
dan

Kcluaran
Kegiatan

a/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)

Target
program

dan
kegiatan

(Renja
Perangkat

Daerah
tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Reqja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Realisaei

e/rl

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
bedalan
(tahun
20251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(%)

I 2 3 4 5 6 7 8--(7 /61 9 1O=(5+7+9) 1 1=(10/4)
o
6

01 o2 20t Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

35
Dokumen

L4
Dokumen

7
Dokumen

7 Dokumen LOOo/o 7 Dokumen 2A
Dokumen

80,000/o

o
6

o1 o2 201 oo
o1

Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Kineq'a
Pemerintah Daerah

534
Laporan

280
Laporan

119
Laporan

120
Laporan

too,840/o 50 Laporan 450
Laporan

84,260/o

o
6

o1 o2 201 00
o2

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Keuangan Pemerintah
Daerah

617
Laporan

310
Laporan

137
Laporan

L92
Laporan

L40,t40/o r09
Laporan

598
Laporan

94,8to/o

o
6

o1 o2 20r oo
o3

Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan Kinerja

6 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan LOOo/o 1 Laporan 7 Laporan tt6,670/o

o
6

o1 o2 20t oo
o4

Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan
Keuangan

273
Laporan

62 Laporan 7t
Laporan

71 Laporan lOOo/o 28 Laporan 161
Laporan

58,970/o

o
6

o1 o2 20t oo
o5

Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Desa

32L
Laporan

188
Laporan

83
Laporan

85 Laporan LO2,400/o 29 Laporan 302
Laporan

94,O80/o

o
6

ol 02 20L oo
o6

Kerjasama Pengawasan
Internal

Jumlah Kesepakatan
Pengawasan Internal
yang Terbentuk

8
Kesepakata

n

4
Kesepakata

n

J

Kesepakat
an

4
Kesepakata

n

133.33olo
Kesepakata

n

9
Kesepakata

n

tt2,500/o

l

1



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2O2a) Target

program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Rcalisaai

(o/ol

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
bcrjalan
(tahun
202sl.

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

l"/"1

1 J 4 5 6 7 8=(7161 9 1O-(5+7+9) r 1=(lo/4)
o
6

o1 02 20r oo
07

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Jumla.h Dokumen
Hasil Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
APIP

324
Dokumen

284
Dokumen

6
Dokumen

6 Dokumen lOOo/o 6 Dokumen 296
Dokumen

92,5Oo/o

o
6

o1 02 202 Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

1O laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan S laporan 80,o00/o

o
6

o1 o2 202 oo
ol

Penanganan Penyelesaian
Kerugian Negara/ Daerah

Jumlah Laporan
Penyelesaian
Kerugian
Negara/Daerah yang
Ditangani

32 Laporan 18 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1O0o/o 2 Laporan 22 Laporan 68,750/o

o
6

ol 02 oio oo
02

Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

385
Laporan

251
Laporan

115
Laporan

153
Laporan

t33,O40/o 111
Laporan

515
Laporan

t33,760/o

o
6

o1 o3 PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Persentase Hasil
Perumusan Kebijakan
Teknis Bidang
Pengawasan dan
Bidang Fasilitasi
Pengawasan

lOOo/o LOOo/o LOOo/o lOOo/o lOOo/o IOOo/o lOOo/o LOOo/o

,{



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target
Kinerja

Capaian
Program
(Renstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluaran
Kegiatan

e/d dengan
tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) Target

Program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2025)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O24

Tingkat
Realisasi

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
202s|

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

(vrl

1 2 J 4 5 6 7 8=(7 /61 9 1O=(5+7+9) 1 1=(10/4)
Persentase Hasil
Pendampingan dan
Asistensi

1OO7o 100% lOOo/o lOOo/o 100% lOOo/o lQOo/o 1O0o/o

6
o1 UJ 20L Perumusan Kebijakan

Teknis di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan
Teknis Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

lo
dokumen

4 dokumen o
dokumen

2 dokumen lOOo/o 2 dokumen 8 dokumen 80,ooolo

o
6

o1 03 20L oo
o1

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan
yang Disusun

15
Rekomend

asi

6
Rekomenda

S1

J

Rekomend
as1

J

Rekomenda
SI

LOOo/o J

Rekomenda
sl

L2
Rekomenda

si

8O,00olo

o
6

o1 o3 201 00
o2

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di
Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang
Disusun

15
Rekomend

asi

t6
Rekomenda

si

2
Rekomend

as1

4
Rekomenda

lOOo/o 2
Rekomenda

si

22
Rekomenda

si

L46,670/o

0
6

o1 o3 202 Pendampingan dan
Asistensi

Jumlah Laporan Hasil
Pendampingan dan
Asistensi

2O laporan 8 laporan 4 laporan 4 laporan LOOo/o 4 laporan 16 laporan 80,00%

o
6

ol o3 202 00
o1

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

30
perangkat

daerah

t2
perangkat

daerah

6
perangkat

daerah

6 perangkat
daerah

lOOo/o 6 perangkat
daerah

24
perangkat

daerah

80,00%

I

S1



Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target

Program
(Rcnstra

Perangkat
Daerah)
Tahun
2026

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil

Program
dan

Keluara.rr
Kegiatan

s/d dengan
tahun 2O23

Target dan Realisasi Kineqia Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024) Target

Program
dan

kegiatan
(Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2O25)

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

Daerah s/d
berjalan

Target
Renja

Perangkat
Daerah
tahun
2024

Realisasi
Renja

Perangkat
Daerah

tahun 2024

Tingkat
Realisaei

(vrl

Realisasi
Capaian
Program

dan
Kegiatan

s/d tahun
berjalan
(tahun
20251

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra

w

1 2 3 4 6 7 8-(7161 I r0=(5+7+9) LL=(rOl4l
o
6

o1 o3 202 oo
02

Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

675
perangkat

daerah

237
perangkat

daerah

ra2
perangkat

daerah

212
perangkat

daerah

tOOo/o 168
perangkat

daerah

617
perangkat

daerah

9L,4lo/o

o
6

o1 o3 202 oo
o3

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

Jumlah Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

18
Kegiatan

9 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 15 Kegiatan 83,330/o

o
6

ol o3 202 oo
o4

Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi dan
Verifikasi Penegakan
Inteeritas

667
perangkat

daerah

2t9
perangkat

daerah

165
perangkat

daerah

165
perangkat

daerah

LOOo/o 165
perangkat

daerah

549
perangkat

daerah

82,31o/o

(



2.2.Analisis Kine{a Pelayanan Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Bupati Purrorejo Nomor 7O Tahwn 2O24

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok
Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan
tugas pokoknya tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan darl fasilitasi
pengawasan;

2. Pelaksanazrn pengawasan intemal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan Lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakit Pemerintah Rtsat;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksaraan koordinasi perrcegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksaaaan fungsi lain yang diberikan oteh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi
Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

juga memiliki peran yang penting dalam pengawasan penyelenggaran
pemerintahan daerah yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kefaatan, kehematan,
elisiensi, dan efelrtivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintah.

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manqjemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah.

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Kine{a pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai

tugas, fungsi dan perannya diukur dengan indikator kinerl'a yang telah
ditetapkan dalam renca strategis Inspektorat Daerah. Indikator Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam dokumen Renstra
Inspektorat Tahun 2O2l - 2026 ad,alah "Tingkat Mahtitas SPIP dan
" lndek Kepuas an Ma sg arak at " .

Berdasarkan realisasi capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah
Tahun 2024, capaiarr indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP pada
Tahun 2024 adalah sebesar 3,317 sesuai Laporan BPKP atas Hasil
Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten
Purworejo Nomor PE.09.03/LHP-4O1/PWt2/3/2024 Tanggal 19
Desember 2024. Nilai ini memenuhi karalrteristik maturitas
penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yang memiliki arti :

1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan
terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur
pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta
terdokumentasi dengan rapi.

l



2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, tetapi
juga sudah diterapkan dalam alrtivitas sehari-hari organisasi.

3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit ke{a dan individu di
dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai
aturan yang berlaku.

4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai di
organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya
pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan
organisasi.

5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang
diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau
masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap.

Hasil yang dicapai pada indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP
Tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian kineqia 1OO,2lo/o
dari target yang ditetapkaa yaitu 3,31O. Capaian ini dalam kategorisasi
kinerja sesuai dengan Skala NiLai Penilaian Kinerja berdasar tingkat
capaian kinerja masuk kategori "Sangat Baik" dengan Status Capaian
"Tercapai". Capaian ini didapat dengan adanya dukungan semua
perangkat daerah dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo.

Pada indikator sasarar Inspektorat Daerah yang kedua yaitu Indeks
Kepuasan Masyarakat (lKM) Perangkat Daerah, realisasi capaian kine{a
sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2O24 pada
Inspektorat Daerah adalah 83,97 sesuai Laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Inspektorat Kabupaten Purworejo Semester 2 Tabun 2024.
Hasil indek kepuasan masyarakat atas pelayanan Inspektorat Daerah
telah melarnpaui target dengan capaian kineqia I OO,56yo dari target yang
ditetapkan sebesar 83,50. Capaian ini dalam kategorisasi kinerja sesuai
dengan Skala Nilai Penilaian Kinefa berdasar tingkat
capaian kine{a masuk kategori "Sangat Baik" dengan Status Capaian
"Tercapai". Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan pelayanan publik di
Inspektorat Daerah Kabupa.ten Purworejo secara umum mencerminkan
tingkat kualitas yang baik dan menunjukkan konsistensi peningkatan
kine{a dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

I



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat l)aerah Kabupaten Purworejo

3,31O

Nc, Indikator
SPM/

standar
nasional

IKK

Target. Renstra Perangkzrt Daerah Rea.lisasi Capaian Proyeksi

Catatan AnalisaTh.
2024

(thn n-
2l

Th.
202s

(thn n-
1)

Th.
2026

(thn rt)

Th.
2027
(thn
n+ 1)

Th.
2024

(thn n-
ir.l

Th.
2025

(thn n-
1)

Th.
2026

(lhn n)

Th.
2027
(thn
n+ 1l

1 2 3 4 6 7 I l) 10 11 t2 13

Indikator Tujuan (Renstra 2o2L-2o261

1 Nilai Area Penguatan Pengawasarr 3,1

83,5

3,31

83,5

100

100

3,12 3,19 3, l5s 3,19

Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Perangkat Daerah 84 84,5 83,97 84,5
Indikator sasar an (Renstra 2O2l -2026)

3,50

84,5

100

1 Tingkat Maturitas SPIP 3,32s 3'5'O 3,3L7

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Perangkat Daerah 84 44,5 8:r,97

Indikator program (renstra 2o2L -20261

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Persentase Penyelenggaraan Peng;awasan Internal1 100 1C,O loo
2 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 1C0 100 100

Program Perunrusan Kebijakan, ftendampingan Darr Asistensi

1
Persentase Hasril Perumusan Kebijakan Teknis Bidemg Pengawasan dan
Bidang Fasilitasi Pengawasan 100 100 1C,O 100 100

2 Persentase Hasril Pendampingan <lan Asistensi 100 100 1Cr0 100 roo
Program Penurrjang Urusan Pemerintahan Daerah l(abupaten/ Kota

I Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten 100 100 lCrO 100 loo 100

3,333

72,24

100

Indikator Tujuan (Renstra 2o25-2,O29l

I Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerirrtah 3,325 O,JJJ 3,341 3,3L7 3,341

2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71,55 72,24 72,93 71,55 72,93

Nilai hasil
evaluasi tahun
2023 atas tahun
2022

I

65,26*



No Indikator
SPM/

standar
nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan AnaiisaTh.
2024

(thn n-
2l

Th.
2025

(thn n-
1)

Th.
2026

(thn n)

Th.
2027
(thn
n+ 1)

Th.
2024

(thn n-
2l

Th.
2025

(thn n-
1)

Th.
2026

(thn n)

Th.
2027
(thn
p+ l)

1 2 J 4 6 7 8 I 10 11 t2 l3
Indikator sasaran (Ronstra 2O2S-2O29\

I Nilai Kapabilitas APIP 3,OOO 3,163 3,2L4 3,273 3,1 1 3,218 3,273

2 Nilai Manajemen Risiko Indeks 3,098 3,16s 3,232 3,299 3,098 3,232 3,299
3 Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3,096 3,130 3,L64 3,198 3,096 3,L64 3,198
4 Indek Integritas Nasional 76,61 77A2 7A,24 79,O5 76,6t 7A,240 79,A5

5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71,55 72,24 72,93 65,26* 71,55 72,24 72,93

Nilai hasil
evaluasi tahun
2O23 atas tahun
2022

Indikator Program (renstra 2025-2029l.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

I Persentase tindak lar{ut hasil pemeriksaan 82,45 82,736 83,302 82,17 82,736 83,302

I Persentase laporan pengawasan yang diterbitkan 100 100 100 roo 100 100

3 Persentase tindak lar{ut aduan masyarakat 100 100 100 100 100 100

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

4 Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Perangkat daerah yang dilakukan
pendampingan/ asistensi/ evaluasi 100 100 100 100 100

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

6 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten loo 100 100 100 100 100 100

(

I I I

100



Untukpencapaiankinerjaprogram-program yang dilaksanakan
Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Furworejo telah
melaksanakan sesuai rencana kerja dan terealisasi lOOVo. Pencapaian
kinerja program Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel TC-30a
berikut :

Tabel T-C.30a.Pencapaian Kinerja Program Tahun 2024
tKa o

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan

pemerintah, perlu ditetapkan isu-isu penting yang akan menjadi rumusan
kebijakan dalam penyusun€rn program prioritas Inspektorat Daerah pada
Tahun 2026.Isu-isu penting tersebut diambil dari berbagai permasalahan
dan kendala yang dihadapi Inspeldorat Daerah dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya pada tahun sebelumnya. Isu-isu penting yang muncul
menjadikan tantangan dan peluang dalam meringkatkan pelayanan
Inspektorat baik yang berasal dari kondisi internal maupun kondisi
eksternal antara lain :

Isu Internal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran
Inspektorat Daerah tersebut antara lain :

1. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo

2. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada
pengawasan Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3. Belum optimalnya pelaksarlaan kendali mutu dalam pelaksanaan
pengawasan internal.

4. Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil
pengawasan.

5. Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
dan aduan masyarakat berkadar pengawasan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan
aparat pengawasan internal lain dan aparat penegak hukum

{

No Fropram Indikator Program Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Program

Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /Kota

Persentase
Pelaksanaarr
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten

l,OOYo toooh

2 Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

Persentase
penyelenggaraan
pengawasan internal

t0oo/o lOOo/o

Persentase
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan
Tuiuan Tertentu

lOOo/o 100%

3 Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
Dan Asistensi

Persentase Hasil
Perumusan Kebijakan
Teknis Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan
Daerah

100% LAOoh

Persentase Hasil
Pendampingan dan
Asistensi

100% lOOo/"



7. Belum optimalnya peran APIP sebagai consultant dan catalyst di
lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

8. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan
pengawasan.

9. Kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada semua tim
pemeriksa.

10. Tidak optimalnya pengembangan inovasi yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

11. Penerapaan perencanaan pengawasan berbasis risiko belum
dilakukan pada semua pengawasn yang dilakukan.

12. Belum idealnya perbandingan SDM pengawasan dengan penugasan
pengawasan yang dilaksanakan.

Adapun isu eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran
Inspektorat Daerah tersebut antara lain :

1. Perkembangan paradigma dan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dinamis, transparan, akuntabel, dan
partisipatif.

2. Dukungan kebijakan nasional, provinsi dan daerah dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi

3. Dukungan kebijakan penguatan APIP dalam penganggaran,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan
prasarana pendukung pengawasan.

4. Nota kesepahaman kerjasama pengawasan internal antara APIP dan
APH dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi yang semakin
cepat.

6. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Kurang responsifnya Pemerintahan Desa dalam menindaklanjuti
laporan hasil pengawasan desa Pemerintahan Desa

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk

mengetahui keselarasan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisa kebutuhan perangkat daerah setelah dilakukan pembahasan
dalam forum perangkat daerah, dan kajian program dan kegiatan.

Sesuai rancangan awal RKPD pada tahun 2026 Inspektorat
Daerah Kabupaten Purworejo mengusulkan tiga program terdiri dari :

- 1 program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota, yang didukung dengan adanya 8 (delapan) kegiatan dan 29
(dua puluh sembilan) sub kegiatan.

- 2 program pada fungsi Pendukung Urusan Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan yaitu Program Penyelenggaraan
Pengawasan yang didukung 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub
kegiatan, serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 6
(enam) sub kegiatan.

Berdasar Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tali,un 2O26 hasil analisa kebutuhan perangkat
daerah tahun 2026 terdapat beberapa sub kegiatan yang pagu
indikatifnya berkurang dan bertambah. Bertambah dan berkurangnya
pagu indikatif sub kegiatan dari pagu indikatif Rancangan awal RKPD
tahun 2026 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sesuai
kebutuhan pelaksanaan yang didasarkan pada ketercukupan anggaran
pada tahun tahun sebelumnya, perubahan target indikator/output sub
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kegiatan, penyesuaian standar harga satuan dan perubahan rencana
desain kegiatan. Selain itu juga terdapat penyesuaian indikator kinerja
kegiatan pada beberapa kegiatan penunjang urusan pemerintahan
daerah kabupaten seperti : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum
Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil analisa kebutuhan Inspektorat Daerah Tahun 2026
menunjukkan bahwa jumlah anggaran pengawasan yang ada masih
belum memenuhi mandatory spending pengawasan sesuai kebijakan
dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan
ketercukupan anggaran pengawasan pada tahun 2026
mempertimbangkan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten
Purwore.io tahun berkenaan yang terbatas. Kebijakan Pemerintah
Daerah untuk pemenuhan ketercukupan anggaran pengawasan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku direncanakan akan dilakukan
secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah. Anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja
Inspektorat Daerah Tahun 2026 digunakan untuk mendukung
operasional pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah pada
tahun 2O26. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 juga sudah
memasukkan program/kegiatan yang didalamnya terdapat mandatory
penugasan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat,
provinsi, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil review
terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
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Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2O26

Kabupaten Purworejo

Nama Daerah

N
o

Rancangan Awal RKPD Ht'sil Analisa Kebutuhan Catatan Penting

Program/ Kqiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian

Pagu indikatif
(Rp.ooo)

Program/ Kegiaten Lokci Indikator Kineq'a
Trget

capaim
Kebutuhm Dma

(Rp.ooo)

I o J 4 5 6 7 8 I lo 11 t2

Urusan Unsur Pmgawasan
Urusan Psmerintahan

Urusan Unsur
Pengawasan Urusan
Pemsintahm

Bidang Urusan Inspektorat
Daerah

16. 132.593.767,OO Bidang Urusan
Inspcktorat Daerah

15.OO0.050.000,00

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kabupaten
Purworejo

Pmentase
Pelaksuraan
Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah
Kabupaten

lOOo/o 13.041.971 .767 ,OO PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERI},ITAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kabupaten
Purworejo

Persentase
Pelaksanaan
Penunjang Urusan
Pemerintahm Daerah
Kabupaten

IOO o/o 14.237.267.100,OO

Porencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluari Kinerja Pcrangkat
Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumcn
Perencanaan
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat daeratr

3
Dokumen

29.29s.500,00 Perencanraan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinaja
Permgkat Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumen
Pumcanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinaja
Perangkat Daerah

45
dokumen

17.636,800,00

Penyusunan Dokumen
Pererrrcanaan Perangkat
Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumen
Perencalaan
Perangkat Daerah

19
Dokumen

23.104.0O0,00 Pernyusunan Dokumen
Perencanaam Penangkat
Daenah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumen
Perencanraarr
Perangkat Daerah

CA

Dokumen
15.200.000,OO

Koordinasi dart
Penyusunan Laporan
Capaian Kinefia dan
Ikhtiear Realisasi Kineqia
SKPD

Inspektorat Jumlah Laporan
Capaim Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kine{a SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinaei
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kineqia SKPD

16
Laporm

891.600,O0 Koordinasi dan
Penyusunan Laporart
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Rcaliaasi Kine{ a
SKPD

Inspektorat Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Haoil
Koordinasi
Pmyusunan Laporan
Capaiar Kine{a dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

O Laporan 0,oo

Evaluasi Kineq'a Perangkat
Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Evaluasi Kineq'a
Perangkat Daerah

5 Laporan 5.299.900,00 Evaluasi Kineq'a
Perangkat Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporarr
Evaluasi Kine{a
Perangkat Daerah

aa
Laporar

2.436.800,00
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N
o

Rmcmgm Awal RKPD Hreil Analisa Kebutuhan Catatm Penting

hogram/ Kegiatm Lokmi Indikator Kineg'a Trget
capaiarr

Pagu indikatif
(Rp.ooo) Program/ Kegiatan Lokmi Indikator Kinerja Taget

capaian
Kebutuhm Dana

(Rp.0oo)

1 o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Administrasi Keuangan
Penangkat Daaah

Kabupaten
Purworejo

Perscntaae Layanan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

TOOo/" 9.905.883.567,00 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Laporan
Administrasi
Keuangan Pernagkat
Daerah

45
Laporarr

12.62r.976.700,OO

Penyediaan Gaji dart
Tunjangan ASN

Kabupaten
Purworg'o

Jumlah Ormgymg
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

65
Orang/bul

arl

9.A96.450.267,OO Pmyediaan Gaji dm
Tunjangan ASN

Kabupaten
Pun*'org'o

Jumlah Ormgyang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

63
Orang/bul

12.620. 193.600,O0

Pelaksa.naan
Penatausahaan datl
Pangujim/Vcifikaei
Keuangan SKPD

Kabupaten
Purwor{o

Jumlah Dokumm
Penatausahaan dan
Pengujim/Vrifikai
Keuangan SKPD

t2
Dokumm

3.644.600,00 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Vaifikasi
Keuangan SKPD

Kabupatm
Punvor{o

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujim/Vrifikasi
Keuangan SKPD

o
Dokumen

o,oo

Koordineai dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tatrun
SKPD

Kabupaten
Punvorejo

Jumlah Laporan
Kouangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Haail
Koordinaei
Penyusunan Laporatr
Kouangan Akhir
Tahun SKPD

6 Laporan 4.060.700,00 Koordinai dm
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Kabupaten
Purworejo

Jumlatr Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Haril
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

o
Dokumen

o,oo

Koordinasi dan
Penyueunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Seme
steran SKPD

Kabupaten
Puruorejo

Jumlah Laporan
Keuangan Bulmm/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinaei
Pcnyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD

26
Laporan

1.728.O00,00 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangm
Bulanan/Triwulanan/ Se
megteran SKPD

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Keumgm Bulman/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Pcnyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semcsteran SKPD

44
Laporan

1.783.100,O0

Administrrei
Daerah pada
Daerah

Barang Milik
Perangkat

Kabupaten
Puruorg'o

Persentase Layanan
Administrasi Barang
Milik Daerah (BMD)
pada Perangkat
Dauah

lOOo/o 2.744.tOO,OO Administrasi Barmg Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Adminietrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

11
Laporan

912.600,00

Pmyusunan Perencmaant
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daera} SKPD

2
Dokumen 1.527.700,oo

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Dasah SKPD

Kabupatm
Puruorejo

Jumlah Rencarra
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

o
Dokumen

0,00

I
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RmcuAan Asal RKPD H6il Analisa Kebutuhan

Proerd/ K%iatffi Indikator Kineda Target Paau indikatif
lRp.ooo)

Prosram/ Kegiatan Indikator Kinerja Tdget
(Rp.ooo)

I 2 5 6 a 9 10 tl t2

Pcflatausahaan Barang
Milik DaeEh pada SKPD

Jumlah Laporan

Barang Milik Daerah
pada SKPD

2 Laporan 1.216.400,00 Penatausahaan Barang
Milik D@rah pada SkPD

Barang Milik Daorah
Pada SKPD

l1 912.600,00

Adminiotasi K€peaEwaian
Pganakat Da.'rah

Persentase Layanan

K€p6sawaian
P$sngkat Dacrah

lOOo/o 1.674.663.600,00 AdministrasiKep awaian
Pdangkat Daerah

Kabupaten Jumlah Dokumefl

K€'pegawaian
PoranAkat Daerah

2l 649.097.800,O0

Penaadarn Pakaian Dins!

Keterakapannya
Pakaiai Dinaa

(el€nqkaDan

5t.220.OOO,OO PaEadaan Pakaian Dina!

K.l€ngkapannya

Jumlah Paket O Pak€t 0,00

Pendataan dan Pengolahan
Admtnistrasi Kep€gawaian

Kabupaten Jumlah Dokumen

P.nsolahan

Kapegas aian

o
Dokumen

o,oo
P€ngolahan Administra5i
K6pcgawaian

Kabupaten Jumlah Dokumen

PenAolahall

K€p€gaNaian

t7
Dokum6n

11.898.600,00

Monitorina, Evallrasi, da,
P.rilai€r Kin6da P€gawai

Jumlsh Dokumen
Monitorina, Eva.lusl,
dan Penileian Kinerja

1

Dokum€n
74.668.000,O0 Monitoring, Ev61ua.si, dan

P€nilaian Kinerja P€Aas ai
Jumlrh Dokumen
Monitoring, Evaluasi,
dan P.nilaian Kinerja

o
Dokum.n

0,00

Pendidikan dan Polatihan
Pesawai Berdsdkan Tugae
dan Funssi

Jumlah Pegawai
B.rdasarkan Tusas
dan Fungsi yaig
M€ngikuti P6didikan

I3O Orang PendidikaD dan Pelatihan
Pegawai Berdsarkan
TuSa! dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Bddaarke Tug.€
darl Fungsi yang
M€flcikuti Pendidtkan

63 Orana 67 4.379 .200,OO

Sosidisali Peraturan
Perundans-Undsflsan

Jumlah Orang lang
M6ngikuti Sosialisadi

Perundang-
Undanaan

65 Orang lo.154.OOO,O0 Sosialisasi PeIaturan
Perun dang-Und angarr

Kabupaten Jumlah Orang yang
Mengikuti So6iali.a8i

Perundang-Undangan

63 Orang 2.820.O00.0O

Bimbinae Teknis
lmplanentasi P6atu.
Perundang-Undanau

Jumlah Orang yaig
Mengikuti BimbinSan
Teknis Implementdt

65 Orang 22 _ t96.400.OO Bimbinsan Teknis
Implernentasi PeEturd
Perundda-Undangarl

Jumlah orang yana
Mensikuti Bimbinaa
Teknis Implemdt8i

Perunda.na Undangan

0 Orang o,oo

I

I

I

I

r 5t6.4r5.roo,o0 
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Rmcmgan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatm Penting

Progrm/ Kegiata Lokroi Indikator Kineg'a Target
capaian

Pagu indikatif
(Rp.0o0) Progrm/ Kegiatan Lokrei Indikator Kinerja Tuget

epaian
Kebutuhm Dma

(Rp.ooo)

I 2 5 4 5 6 7 a 9 10 11 t2

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Kabupaten
Puruorejo

Pergentaae Layanart
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100% 346.293.600,O0 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Kabupaten
Pumorg'o

Jumlah Dokumert
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

9
dokumen

168.462.100,00

Penyediaan Komponen
lnstalasi
Listrlk/ Penerangan
Bangunan Kantor

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Pakot
Kompone'n Inetalsi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

1 Paket ?.292.800,00 Ponyediaan Komponon
Instalaai
Listrik/ Pencrangan
Bangunan Kantor

Kabupaten
Purtor{o

Jumlah Paket
Komponen lnstalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
yang Dieediakan

2 Paket 4. r05.000,00

Penyediaan Peralatan dan
Pedcngkapan Kantor

Kabupatm
Pumorejo

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan Kantot
yang Disediakan

2 Pa.ket 19. 184.500,00 Penyediaan Peralatan dan
Pedengkapan Kantor

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Paket
Peralatan dan
Pulmgkapan Kantor
yang Disediakan

O Paket o,oo

Penycdiaan Peralatan
Rumah Tangga

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tanggayang
Disediakan

2 Paket 39.OS.700,O0 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Kabupaten
Punvorejo

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tangga _vang
Disediakan

26 Paket 13.107.800,00

Penyediaan Bahan Logietik
Kantor

Kabupaten
Puru'orej'o

Jumlah Paket Bahan
Losistik Kantor yang
Discdiakan

12 Paket 67.536.00O,O0 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Kabupaten
Puruorejo

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

12 Paket 49.631.400,00

Penyediaan Barang Cetakan
dm Penggandm

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Paket Barang
Cetakan dm
Penggandaan yang
Digediakan

2 Paket 27.890.000,O0 Penyedim Barang
Cetakan dm
Penggandaan

Kabupaten
Puruorejo

Jumlah Paket Batang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

5 Paket 20.905.600,00

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Kabupatm
Purworejo

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Porundang-
Undangan yang
Dioediakan

a

Dokumen
1.332.000,00 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Kabupaten
Punvorejo

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan
yang Diaediakan

o
Dokumen

o,o0

Penyediaan Bahan/ Material Kabupaten
Purworejo

Jumlah Paket
Bahan/Material ymg
Disediakan

1 Paket 29.181.900,00 Penyediaan
Bahan/Material

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Paket
Bahan/Material yang
Disediakan

27 Paket 10.183.700,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten
Pumorg'o

Jumlah Laporan
Fasilitsi Kunjungan
Tamu

t2
Laporan

15.900.0OO,00 Failitai Kunjungan
Tmu

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Laporan
Failitasi Kunjungm
Tmu

12
Laporm

6.625.000,00

I
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Rmcangm AwaI RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatm Pmting

Progrm/ Kegiatm Lokai Indikator Kinerja Tuget
epaian

Pagu indikatif
(Rp.ooo)

Program/ Kegiaten Lokai Indikator Kinerja Trget
capaiur

Kebutuhan Dana
(Rp.0oo)

I c 3 4 5 6 7 8 9 10 1l r2

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Repat Koordinari dan
Konaultasi SKPD

12
Laporan

110.526.000,00 Penyelenggaraan Rapat
Koordinrei dan
Konsultasi SKPD

Kabupaten
Pum'ordo

Jumlah Laporan
Pmyelmggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultaii SKPD

t2
Laporm

s4.623.O00,0O

Penatauaahaan Arsip
Dinamir pada SKPD

Kabupaten
Punl'orejo

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

4
Dokumen

22.a67.700,OO Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Kabupaten
Purt'or{o

Jumlah Dokumen
Penataurahaan Atsip
Dinamis pada SKPD

2
Dokumen

6.81 0.600,00

Dukungan Pelakganaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksmm Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

c
Dokumen

5.526.OO0,00 Dukungan Pelaksantan
Sietem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksmm Sistem
Pemerintahan
Berbxis Elektronik
pada SKPD

o

Dokumen
2.470.OOO,OO

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemarintah Daerah

Kabupaten
Pumorejo

Barang Milik Daerah
(BMD) Pcnunjang
Urusm Pcmorintah
Daerah yang
diedakan

3 Jenis 399.705.500,00 Pengadaan Barang Milik
Daerah
Urusan
Daerah

Penunjang
Pemerintah

Kabupaten
Pur*'or{o

Jumlatr Uilit Barang
Milik Daenah
Penunjang Urusan
Pemerintah Duah
yang Discdiakan

44 Unit 216.424.O00,00

Pengadam Mebel Kabupaten
Purworejo

Jumlah Paket Mebel

-yang Disediakan
26 Unit 27.437.OOO,OO Pengadaan Mebel Kabupaten

Punl'orejo
Jumlah Paket Mebel
yang Dieediakan

26 Unit 24.632.000,00

Pengada*rr Peralatan darr
Meein Lainnya

Kabupaten
Purworq'o

Jumlah Unit
Peralatm dan Mesin
Lainnyayang
Dieediakan

22 Unit 292.301.000,00 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Unit
Peralatan dan Me3in
Lainnya yang
Disediakan

15 Unit 167.863.000,00

Pengadaan Srana dan
Prasarana Gedung Kantot
atau Bangunan Lainnya

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

3 Unit 79.967.500,O0 Pengadaan Sarana darr
PrasaraJra Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Kabupaten
Purtorejo

Jumlah Unit Sarana
dm Prsrma
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Diaediakan

3 Unit 23.929.O00,00

Pcnyediaan Jase Penunj ang
Urusan Pemerintahan
Daera.h

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

3 Laporan 329.095.900,00 Pe,nyediaan Jasa
Pmunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Penyedim Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahm Daerah

36
Laporm

203.529.100,00

Penyedim Jasa Surat
Menyurat

Kabupaten
Puru'orejo

Jumlah Laporarr
Penyediaan Jasa
Surat Men-yurat

12
Laporarr

250.000,oo Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporm
Pen;rediaan Jasa
Surat Menyurat

t2
Laporarr

300.0o0,0o

,l
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Rmcmgm Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatm Penting

Program/ Kegiatm hkroi Indikator Kineq'a Target
capaian

Pagu indikatif
(Rp.ooo) Program/ Kegiatan Lokmi Indikator Kinerja Target

capaian
Kebutuhm Dana

(Rp.ooo)

I 5 5 6 7 8 9 lo 11 12

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Laporarr
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Dqva Air dan Listrik
yang Disediakaxr

t2
Laporan

129.831.900,O0 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikaei, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Diaediakan

12
Laporan

153.s6 I . 100,00

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

t2
Laporan

199.014.OOO,00 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disedial<an

r2
Laporan

49.668.000,00

Pemcliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Uruean
Pmerintahan Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jenis Barang Milik
Daerah (BMD)
Penunjang Uruaan
Pemerintahan
Daerah yang
dipelihara pada
tahun tortentu

5 Jenis 354.290.OOO,O0 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pernerintahan
Daerah

Kabupaten
Punvorejo

Jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

5 Laporan 3l9.228.OOO,OO

Penycdiaan Jaoa
Pamcliharaan, Biaya
Pernoliharam dan Pajak
Kmdaram Puorangan
Dins atau Kendaraan
Dinas Jabatm

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Kcnderaan
Perorangan Dinas
atau Kendara.an
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

1 Unit 39.950.000,0o Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pcmeliharaan dan Pajak
Kendaraan Pmorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Kcndaraan
Penorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yatrg
Dipelihara dan
dibayarkan P{aknya

I Unit 39.950.O00,00

Penyodiaan Jasa
Pemcliharaan, Biaya
Pemoliharaan, Pajak, dm
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Kendaram
Dinas Operasional
atau lapmgm ymg
Dipelihra dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinarrnya

6 Unit 85.560.0OO,O0 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Perneliharaan,

Biaya
Pajak, dm

Psizinan Kerrdaraan
Dinas Openasional atau
Lapangan

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

4 Unit 77.660.000,00

Pemclihraan Peralatan dm
Mesin Lainnya

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya
ymg Dipelihara

95 Unit 67.390.000,00 Pemeliharm Peralatan
dan Mesin Lainnya

Kabupaten
Purworg'o

Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya
yartg Dipelihaa

68 Unit 48.200.000,00

Pemclihum/ Rehabilita.si
Gedung Kantor dan
Bmgunan Lainnya

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
ymg
Dipelihaa/ Direhabili
tasi

1 Unit 134.345.O0O,00 Pmelihraan/ Rehabilitas
i Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bmgunan Lainnya
yang
Dipelihaa/Direhabili
tsi

1 Unit 130.368.000,00

I
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Rancmgan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatm Penting

Progrm/ K€iatan Lokroi Indikator Kineqja Target
capaian

Pagu indikatif
(Rp.0oo)

Progrm/ Kegiatan Loksi Indikator Kinerja Taget
capaim

Kebutuhm Dma
(Rp.0oo)

I 3 4 5 6 7 I 9 10 1l t2

Pemoliharaan/ Rehabilitari
Sarana dan hasarana
Gedung Kantor atau
Banguna,n Lainnya

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Sarana dan
hasarana Gedung
Kentor atau
Bangunan Lainnya
yang
Dipolihara/ Direhabili
tasi

3O Unit 27.045.OO0,00 Pemeliharaan/ Rehabilitae
i Sarana dan Prastrana
Gcdung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah Srma dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/ Direhabili
tasi

19 Unit 23.050.000,00

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Kabupaten
Punvorejo

Peraentase
Penyelenggarm
Pengawasan Internal

lOOo/o 1.536.905.500,00 PROGRAM
PENYELENGCARAAN
PENGAWASAN

Kabupaten
Punvorejo

Persentase Laporan
Pengawasan yang
Diterbitkm

IOOVI 558.091.300,00

PeBentase
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

lOOo/o Persentase Tinda.k
Lanjut Hasil
Pemeriksaarr

82,740/o

Persentass tindak
lanjut aduan
masyarakat

100o/o

Pernyelenggaraart
Pengawasm Internal

Kabupaten
Punorejo

Jumlah Laporan
Hasil Perrgawasan
Kincrja Pemerintah
Daerah

Dokumen
1. 176.616.900,0O Pen-velenggaraan

Pengawasan Intemal
Kabupaten
Purrrorejo

Jumlah Laporan
Hmil
Penyelenggaraan
Pengawasan Intemal

7
Dokumen

33s.426.800,O0

Pmgawasan Kine{a
Pemerintah Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Hasil Pangawasan
Keuangm
Pemerintah Daerah

52
Laporm

155.097.900,O0 Pengawrean Kinerja
Pemerintah Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
Kinerja Pmrintah
Daeratr

Laporan
38.O50.600,00

Pengawasan Keuangan
Pemorintah Daerah

Kabupaten
Purworg'o

Jumlah Laporan
Hasil Reviu Laporan
Kinerl'a

72
Laporan

147.896.400,00 Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daeratr

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporatr
Hmil Pengawasan
Keuangan
Pmerintah Daerah

60
Laporan

36.377.700,OO

Reviu Laporan Kinerja Kabupaten
Punvorejo

Jumlah Laporan
Hasil Reviu Laporan
Keumgart

1 Laporan 20.721.300,00 Reviu Laporan Kinerja Kabupaten
Purlr'orejo

Jumlah Laporan
Hasil Reviu Laporan
Kinerja

I Laporan 3.235.OOO,OO

Reviu Laporan Keuangan Kabupaten
Purwor{o

Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
Desa

30
Laporan

62.705.600,00 Reviu Laporan Keuangan Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Hasil Reviu Laporan
Keuangan

2a
Laporanr

24.844.400,00

Pengaw*m Dea Kabupaten
Purworejo

Jumlah Ksepakatan
Pengawasan Internal
ymgTerbmtuk

l4
Laporan

7a.t42.400,oo Pengawasan Dea Kabupatm
Puruorejo

Jumlah Laporm
Hasil Pengaw'aar
D*a

29
Laporan

44.419.200,OO

I
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Rancmgu Awal RKPD H.sil Analisa Kebutuhm

Progrm/ Kegiatd Indikator Kinerja Target PaAu indikatil
(Rp.ooo) Program/ Kegiatan Target

(Rp.ooo)

1 2 1 5 6 7 9 10 1l 12

Kerjsarna Pensawasan
Intemal

Kabupaten Jumlah Dokumen
Hsil Mor toring dan
Evaluasi Tindak
Lahjut Hatil
P6merik arh BPK Rl
dan TindaL Lanjut
Halil Pern€rikla.an
APIP

2
Ke8epakat

29.424.100,00 Kerjalama Pensawa6an
Int6rnal

Kabupaten Jumlah Kesepakatan
PenSaivea lntemal
yang ?6rb.ntuk

3 60.280.700.00

Moaitoring dan Evaluasi
Tind8k Lanjut Hasil
Pem.rik.aan BPK RI dm
Tindak Lanjut Hasil
Perncriksaan APIP

Jumlah Laporan
Penyelenaaaruan
Pcngawesan dengan
Tujuan T€rtentu

Dokumen
682.225 -200,OO Monitoring dan Evaluasi

Tindak Lanjut Hasil
P.rnaiksaan BPK Rl dan
Tindak Lanjut Hs.sil
Pedn€'rikarn APIP

Kabupaten Jumleh Dokum6n
Hasil Monitorins dafl
Evalua.si Tinda.k
Lanjut Halil
PetrerikaEn BPK RI
dan Tindr} lanjut
Hasil Pem€riklaan
APIP

6 128.219.200,O0

Penyclcnggaraan
Peruawasan d.n8afl Tujuan

Xabupaten Jumlah Laporan

K€rusiafl
N.8aral Da.rah yrnS
Dit nsani

2
Dokum6n

360.284.600.OO P€nyol€nagararrl
Pengawssan dengan

Kabupaten Jumlah L.pora[
Penyel.nggaraff
Pcn8awalan d.ne6n

2 Laporan 222-664 -500,OO

Peiansanan P€nyolesaian
Kerusian N€sara/Daerah

Kabupaten Jumlah LapoEn
Halil Pengawalai
Densan Tujuan

5 Laporan 62-247 -OOO,OO Penangmm Penyeleeaian
Kerugian N€gsra/Dalrah

Kabupatan Jumlah Laporan

Kcrugian
NesaIa/Daorah yrns
Ditanaani

2 Laporan 23.162.700,OO

Pengawdm Oenau

Kebijak& Teknis
Bidang Penga*'asan
dan Bidana Farilitasi

99 294.041.600.00 Pengawasan Denge Kabupaten
Halil Pengawalan
Dmse Tujuan

99 199.501-a00,oo

PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSl

Kabupaten

Kebijakm Teknis
Bidang Pcngawasan
dan Bidsng Fasilitasi

1O0o/o 1.553.716.500,OO PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENS]

PeEentase Kebijakm
Teknis dan Falilitasi
Pmgawaan jang
Ditetapkan

100% 204.691.600,OO

I
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Rmcmgm Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhm Catatm Penting

Progrm/ Kegiatm Lokmi Indikator Kinerja Tuget
capaian

Pagu indikatif
(Rp.ooo)

Progrm/ Kegiatan Lok*i Indikator Kineda Taget
capaian

Kebutuhm Dma
(Rp.ooo)

1 o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2

Persentase Hasil
Pendmpingan dm
Asistensi

lOOo/o Persentase Perangkat
daerah yang
dilakukan
pendarnpingan/ariete
nsi/evaluasi

lOOo/o

Perumuean Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawacan

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokumen
Perumugan
Kebijakan Teknis
Bidang Pengawasan
dm F*ilitsi
Pengawasan

2
Dokumen

113.594.900,OO Perumusan Kebijakan
Tcknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pcngarvasan

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Dokume,n
Perumugan
Kebijakan Teknis
Bidang Pengawasan
dan Fasilitai
Pengawasan

c
Dokumen

12.504.100,o0

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidmg
Pe,ngawasan

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Rekommdari
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan
yang Disueun

5
Rekomend

al

110.374.200,OO Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawurt

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Rehomendasi
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan
ymg Diausun

3
Rekomend

NI

10.5r 1.400,00

Perumuoan Kcbijakan
Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan

Kabupaten
Puruorejo

Jumlah Rakomendagi
Kebijakan Teknis di
Bidang Farilitaei
Pengawaaen yang
Disusun

3
Rekomend

al

3.220.700,OO Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Farilitasi Pengawasan

Kabupaten
Puruorqio

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di
Bidang Fasilitasi
Pengawaran yang
Disusun

3
Rekomend

asl

r.992,700,OO

Pendampingan dan
Asistensi

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Laporan
Haeil Pendampingan
dm Asistmsi

4 laporan 1.440. 121.600,OO Pendampingan dan
Asistensi

Kabupaten
Purworejo

Jumlah dokumen
hasil Pondampingart
dan Asistensi

4 laporan 192.187.500,00

Pendampingm dan
Asietcnsi Urusan
Pemarintahm Daerah

Kabupatm
Purworejo

Jumlah Pee'angkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendmpingan dm
Asigtensi Urusan
Pernerintahan
Daerah

6
perangkat

daerah

16.107.500,00 Pendampingan dan
Asistensi Uruean
Pemerintahan Daerah

Kabupaten
Purworejo

Jumlah Permglat
Daera.l- yang
Dilakukan
Pendampingan dan
Asistenei Urusan
Pmerintahan Daerah

6
Perangkat

daerah

4.669.700,00

Pendampingan, Asistensi,
Verifi ka.si, dan Penilaian
Reformasi Birokrai

Kabupaten
Pumorejo

Jumlah P€rangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi, Vcifikasi,
dan Penilaian
Refomroi Birokrai

t95
perangkat

daerah

342.866.OOO,00 Pendmpingan, Asistensi,
Verifi kai, dan Penilaian
Refomai Birokr*i

Kabupaten
Pur*'orejo

Jumlah Perrangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi, Vaifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

168
perangkat

daerah

80.374.800,00

I
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Rancanaan Awal RKPD Hail Analisa Kebutuhan

Program/ K€aiata Indikato. Kinerja. Taraet Paau indikatif
(Rp.ooo) ProsrM/ Kegiatan indikator Kineda Taraet Kebutuhan Dana

(Rp.ooo)

I 2 3 4 5 6 7 a 9 to 11 12

Koordinali, Monitodna darl
Evaluari ssrta V€rifikali

Pcmb.r.ntEsan Korupsi

Kabupaton Jumlah Kcgiatan
Koordina8i,
Monitorina dan
Evaluali serta
V€rifikasi

Korup€i

3 Kegiatan 490.403.900,oo Koordinali, Monitoring
dan Evatuali .erta
Verifi kasi Pcnccsahan dan
P.mbdantalan Korupsi

Jumlah K€aiatan
Koordinasi,
Moritoring dan

Vcrifikgli Pencegahan
dan Pemb.rantasEr
Korupsi

2 Kegiatan 7 r.o37.S00,oo

Pendampingan, AsistenBi
dan V6ilikai Pdegakan
IntoAritas

Jumlah Pdanskat
Dasrah ysry
Dilakuksrr
Pendampinaan,

V€rifikasi Penegakan
Int gritas

165
Perangkat

da6rah

190.744.200.OO PendarDpinae, Asistensi
dm Verifikai Penegrkd

Jumlah P$angkat
Da€rah yana
Dilakuk6n

Verifikasi Pearesakan
Int€grita8

165
PeranSkat

36.105.500,O0

I

I



2.S.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usu1an program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun

2026 disusun berdasarkan hasil pencermatan usulan program dan
kegiatan yang disampaikan oleh Sekretariat dan Inspektur Pembantu di
lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan
hasil penelaahan kondisi lapangan pada tahun sebelumnya yang
kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Selain dari internal Inspektorat Daerah juga ditampung usulan dari
stakeholder terkait dan masyarakat secara langsung apabila ada yang
disampaikan pada saat penyelenggaran Forum Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo telah
dilaksanakan pada tanggal t2 Februari 2025 di Aula Inspektorat
Daerah Kabupaten Purworejo dengan dihadiri unsur DPRD Kabupaten
Purworejo sebagai Narasumber, unsur Perangkat Daerah, dan unsur
Perangkat Daerah Pemangku Wilayah Kecamatan. Kesepakatan dalam
Forum Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan
Hasil Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Purworejo
dengan nomor 000.7.2.6/351 12025. Adapun usulan program dan
kegiatan masyarakat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2026 Kabupaten Purworejo

Nama t Daerah : t Daerah ten

No
Program /
Kegiatan

Lokasi Indikator
Kinerja

Besaran /
Volume Catatan

3 4 5 61 2

NIHILNIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

I



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. l.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan
pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan sehingga
penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mempedomani
dan selaras dengan kebijaksanan yang ditetapkan secara nasional dan
perencanan pembangunan diatasnya. Merujuk hal tersebut diatas maka
dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten purworejo
Tahun 2026 secara beqienjang harus mempedomani, mengacu dan
memperhatikan arah kebijakan yang terdapat pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2O2S-2O29, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2O2S-2O29,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten purworejo
Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Furworejo Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo Tahwn 2026.

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka Rencana Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 diharapkan dapat
mendukung pencapaian Asta Cita Ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi
politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsr, narkoba, judi dan penyelundupa.n" khususnya
pada Program prioritas ke 3 yaitu Reformasi Hukum politik dan Birokrasi
dan Program prioritas ke 4 yaitu Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
dengan kegiatan prioritas utama adalah Peneegahan tindak pidana
korupsi. Hasil telaah terhadap kebijakan perencanaan lainnya yaitu
terhadap arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mendukung
pencapaian 35 delegasi Provinsi Jawa Tengah khususnya pada program
Delegasi ke 3 yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO
37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa beke{asama
dengan Apa"rat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan,
BPK & KPK.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi

dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah yang
menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waltu
tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah.
Tujuan perangkat daerah menunjukkan suatu upaya untuk mencapai
kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk mendukung pencapaian
tujuan perangkat daerah diteta.pkan sasaran perangkat yaitu hasil yang
akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kine4ia atau tolok
ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 disusun utuk mendukung pencapaian Visi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun
2025-2029, yaitu "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan
Inovatif (PURWOREJO BERSERD'. Sesuai tugas dan fungsinya
Inspektorat daerah diamanahkan untuk mendukung tercapainya misi
kelima yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,

I



Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi" khususnya program
ke 3 yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik,
pemerintahan yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis
teknologi informasi.

Berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Purworejo yang sudah ditetapkan, Inspelitorat Daerah
Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan perangkat dierah yang ingin
dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O2S-2O21
adalah "Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator tujuan yaitu :

1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan indikator sasaran :

a. Nilai Kapabilitas APIP
b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
c. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (lEpK)
d. Indek Integritas Nasional

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah dengan
indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32a
Tlrjuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

3.3.Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah

ditetapkan maka diperlukan dukungan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang aktivitas didalamnya merrghasilkan output dan keluaran
yang mendukung indikator pencapaian target visi misi Kabupaten

I

Tujuan
Perangkat

Daerah

Sasaran
Perangkat

Daerah
Indikator Target 2026

(1) (21 (3) {41
Meningkatkan
Pengendalian
Internal
Pemerintah
Daerah dan
Akuntabilitas
kinerja
Perangkat
Daerah

Nilai Maturitas Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

3,333

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

72,24

Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

Nilai Kapabilitas APIP 3,2L8

Nilai Manajemen Risiko
Indeks (MRI)

3,232

Nilai Indeks Efektifitas
Pengendalian Korupsi (IEPK)

3,164

Indek Integritas Nasional 77,63
Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja
Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

72,24
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Purworejo pada tahun 2026. Penyusunan program, kegiatan dan
subkegiatan pada Rencana Keda Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-
2029, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9O Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan
Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan teralhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889
Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Selain berpedoman pada kaidah dan aturan yang
berlaku, dalam penyusun€rn rencana program, kegiatan dan subkegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 juga harus
memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sehingga
capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal.

Program dan kegiatan beserta sub kegiatan dalam rencana kerja
Inspektorat Daerah Tahun 2026 meliputi :

A. Program
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistens.

B. Kegiatan/Sub Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
c. Reviu Laporan Kineg'a.
d. Reviu Laporan Keuangan.
e. Pengawasan Desa.
f. Ke{asama Pengawasan Internal.
g. Monitoring dan Eavaluasi Tindak l,anjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI dan Tindak l,anjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
b. Pengawasan Dengan Tfrjuan Tertentu.

3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan.
a. Perumusan Kabijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi

Pengawasan.
4. Pendampingan dan Asistensi.

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi

Birokrasi.
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
d. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineq'a Perangkat
Daerah.
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Evaluasi Kine{a Perangkat Daerah.

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.



b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi.
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor.
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
c. Penyediaan Bahan logistik Kantor.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
e. Penyediaan Bahan/ Material.
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD.
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah.
a. Pengadaan Mebel.
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau l,apangan.
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya.
e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dalam rangka pengarusutamaan gender di Kabupaten Purworejo,
terdapat sub kegiatan pada Inspektorat daerah yang diarahkan untuk
mendukung pengarusutamaan gender yaitu :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Subkegiatar pengawasan Pengawasan Kine{a Pemerintah Daerah
mendukung pengarusutamaan gender melalui pelaksanaan Evaluasi
Perencanaan Berbasis Gender. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai
efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan kegiatan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pemerintah kabupaten
Purworejo. Ruang lingkup evaluasi meliputi Perencanaan Anggaran
Responsif Gender (ARG) pada Perangkat Daerah sejak disusunnya
rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan. Melalui

)



evaluasi perencanaan berbasis gender diharapkan pengarusutamaan
gender di kabupaten purworejo dapat berl'alan efekiif dan sesuai
dengan peraturan dan pedoman yang berlaku

2. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi penegakan Integritas
Subkegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi penegakan
Integritas mendukung pengarusutamaan gender melarui t<egiatan
sosialisasi pencegahan da, pengendalian korupsi dan grati-fikasi
yang dilaksanakan oleh Unit pengendalian Gratifikasi (UpG).
Sosialisasi yang dilakukan oleh UpG bertujuan untuk membangun
dan meningkatkan integritas dalam upaya pencegahan du.,
pengendalian korupsi. Felaksanaan sosialisasi melibatkan
keterwakilan Perempuan baik dari peserta maupun tim sosialisasi
(Penyuluh Anti Korupsi). Adanya keterwakilan peserta perempuan
dalam pelaksanaan diharapkan dapat lebih meningkatkan
pemahaman bahaya korupsi dan gratilikasi serta pencegahannya ke
masyarakat sejak dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Melalui
kegiatan ini diharapkan Indeks Integritas Kabupaten purworejo
dapat meningkat.

3. Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi mendukung pengarusutamaan gender dengan
memberikan kesempatan yang sama kepada semua peg"*ai
Inspektorat Daerah untuk meningkatlan kompetensi yang aimitit<i
baik teknis maupun non teknis. Untuk meningkatkan kesetaraan
kompetensi, Inspektorat Daerah Kabupaten purworejo mengirimkan
semua pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Pemilihan jenis pelatihan dan pendidikan dilakukan sesuai gap
kompetensi dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Semua
pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti
pendidikan pelatihan teknis dan substanstif. Melalui kegiatan ini
diharapkan fungsional dan pelaksana memiliki kompetensi yang
merata dan kapabilitas yang unggul dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya di Inspektorat Daerah sehingga dapat meningkatt a.,
kualitas penyelenggaraanpengawasan.

Rumusan rencana prograrn, kegiatan, subkegiatan Tahun 2026 d.an
hakiraan Maju Tahun 2O27 Inspektorat Daerah Kabupaten purworejo
disajikan dalam tabel TC-33.

i



RENCANA KEF-'A ORGAN1SASI PERANGXAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2026
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BAI} IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.l.Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan
Rencana Ke{a Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2026 disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan
program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka penyelenggaraan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai
Aparat Pengawasan Intem Pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo pada tahun 2026 akafl menyelenggarakan Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan yang didukung 3 Program terdiri dari 12 Kegiatan
dan 44 Sub Kegiatan.

Alokasi pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten tahun
2026 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka :

a. Pengawasan intern /assurarlce dan consulting seruice) meliputi :

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, reviu dokumen perencanaan
pembangunan dan rencana keuangan daerah, pemeriksaan
pengelolaan keuangan daerah, reviu laporan keuangan, dan kegiatan
pengawasan lainnya

b. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
meliputi : pengendalian gratifftasi, Pelaksanaan survei penilaian
integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut pe4'anjian kerjasama APIP
dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan
masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak
lanjut hasil pemeriksaan APIP

c. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi : kapabilitas APIP level 3,
maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan telads minimal 120
jam/tahun per APIP.

d. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan pendukung
operasional pengawasan seperti pengadaan sarpras, pemeliharaan
peralatan dan mesin, dan pemeliharangan bangunan gedung kantor
Rencana program dan kegiatan Tahun 2O26 dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini :

,



Tabel 4.1
Rencana Dan Pendarlaan Daerah Tahun 2026

N
o URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/

SUBKEGIATAN

INDIKATOR CAPA1AN
PROGRAM /HASIL

KEGTATAN/
KELUARAN

SUBKEGIATAN

TARGET
CAPAIAN
PROGRA

Ml
HASIL

KEGTATA
N/

KELUAR
AN SUB
KEGIATA

N

PAGU
INDIKATIF (Rp.)

PD/
KgI.

Urusan
Unsur
Pengawasan
Urusan
Pemerintah
an

Bidang Urusan Inspektorat
Daerah

15.OOO.O50.OOO

I PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase
Pelaksanaan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten

lOOo/o 14.237.267.1OO

I Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumtah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dal
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

45
dokumen

r7.636.800

1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Peranglat Daerah

24
Dokumen

15.200.o0o

2 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kineq'a dan
Ikhtisar Realisasi Kineg'a
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
La.poran Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaiaxr Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinefa SKPD

o
Laporan

3 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

22
laporan

2.436.aOO

il Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Administrasi
Keuangan Pernagkat
Daerah

45
[aporan

L2.62L.976.700

1 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjanean ASN

63
Orang/b

ulan

12.620.L93.600

2 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Fengtrjian/ Verifrkasi
I(qgangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Fengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

o
Dokumen

3 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

0
Dokumen

4 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Sem
esteran SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanaa/
Semesteran SKPD

44
Laporan

1.783.rOO

It Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

11
Laporan

912.600

1 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

o
Dokumen

I



N
o URUSAN PROGRAM/ KEGT.ATAN/

SUBKEGTATAN

INDIKATOR CAPAIAN
PROGRAM /HASIL

KEGTATAN/
KELUARAN

SUBKEGIATAN

TARGBT
CAPAIAN
PROGRA

M/
HASIL

KEGIATA
N/

KELUAR
AN SUB
KEGTATA

N

PAGU
INDIKATIF (Rp.)

PD/
KET.

2 Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

11
Laporan

9L2.600

tv Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

2l
dokumen

689.097.800

L Fengadam Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket
Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan

O Paket

2 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepemwaian

L7
Dokumen

11.898.600

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kineq'a Pegawai

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

o
Dokumen

4 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawar Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

63 Orang 674.379.200

5 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

63 Orang 2.a20.ooo

6 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

0 Orang

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Peranskat Daerah

9
dokumen

t6a.462.rOO

7 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Ko*nponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yans Disediakan

2 Paket 4. 105.OOO

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket
Feralatan dan
Perlengkapan Kantor
vane Disediakan

O Paket

3 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan

26 Paket 13.107.800

4 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logrstik Kantor yang
Disediakan

12 Paket 49.63t.400

5 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jum!*h Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakaa

5 Paket 20.905.6,00

6 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

o
Dokumen

7 Penyediaan
Bahan/Material

Jumlah Paket
Bahan/Material yang
Disediakan

27 Paket 10. 183.700

8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

t2
Laporan

6.625.0OO

9 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah l,aporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

L2
Laporan

54.6?3.OOO

I



N
o URUSAN PROGRAM/ KEGTATAN/

SUBKEGI.ATAN

INDIKATOR CAPATAN
PROGRAM /HASIL

KEGIATAN/
KELUARAN

SUBKEGI.ATAN

TARGE"T
CAPAIAN
PROGRA

M/
HASIL

KEGIATA
N/

KELUAR
AN SUB
KECIATA

N

PAGU
INDIKATIF (Rp.)

PD/
KET.

10 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

o
Dokumen

6.8r0.600

11 Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

2
Dokumen

2.470.OOO

vt Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
yane Disediakan

44 Unit 2t6.424.OOO

1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

26 Unit 24.632.000

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit
Peralatan dan Mesin
Lainnya yang
Disediakan

15 Unit 167.863.OOO

3 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jurnlah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yane Disediakan

3 Unit 23.929.OOO

vI Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

36
Laporan

203.529.100

1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menvurat

t2
Laporan

300.oo0

2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Ak dart Listrik
vane Disediakan

L2
Laporan

153.561.100

3 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

L2
Laporan

49.668.OOO

vilt Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

5
Laporan

319.228.OO0

1 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibavarkan Paiaknva

I Unit 39.950.OO0

2 krSrediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
LaDafrllan

Jumlah Kendaraarr
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannva

4 Urit 77.6,6'0.000

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

68 Unit 48.200.000

4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilit
asi

I Unit 130.368.OO0

5 Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang

19 Unit 23.O50.OOO

I
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N
o URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/

SUBKEGI.ATAN

INDIKATOR CAPAIAN
PROGRAM /HASIL

KEGLATAN/
KELUARAN

SUBKEGIATAN

TARGgT
CAPAIAN
PROGRA

M/
HASIL

KEGIATA
N/

KELUAR
AN SUB
KEGIATA

N

PAGU
INDIKATIF (Rp.)

PD/
KE"T.

Dipelihara/ Direhabilit
asl

PROCRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Persentase Laporan
hngawasan yang
Diterbitkan

lOOo/o 558.091.300

Persentase Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan

82,740/o

Persentase tindak
lanjut aduan
.masYarakat

lOOo/o

I Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Penga*asan Internal

7
Dokumen

335.426.800

Pengawasan Kine4'a
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

52
Laporan

38.O50.600

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Keuangan Pemerintah
Daerah

60
[,aporan

36.377.700

Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil
Reviu l,aporan Kinerja

1

Laporan
3.235.000

Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan
Keuangan

2A
Laporan

24.844.400

Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Desa

29
Laporan

44.4L9.200

Kerjasama Pengawasan
Internal

Jumlah Kesepakatan
Pengawasan Internal
yang Terbentuk

J

Kesepaka
tan

60.280.700

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen
Hasil Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
APIP

6
Dokumen

128.2L9.200

Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tuiuan Tertentu

2
Laporan

222.664.500

Penanganan Penyelesaian
Kerugian Negara/ Daerah

Jumlah Laporan
Penyelesaian
Kerugian
Negara/Daer"h y"ng
Ditaneani

2
Laporan

23.t62.700

Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dengan
Tuiuan Tertentu

99
Laporan

199.501.800

PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Persentase Kebijakan
Teknis dan Fasilitasi
Pengawasan yang
Ditetapkan

IOof/o 204.69t.600

Persentase Perangkat
daerah yang
rlileku[s1
pendampingan/asiste
nsi/evaluasi

loo%

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan
Teknis Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

o
Dokumen

12.504.100

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan
vang Disusun

3
Rekomen

dasi

10.51I.400

I
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N
o URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/

SUBKEGI.ATAN

INDIKATOR CAPAIAN
PROGRAM /HASIL

KEGIATAN/
KELUARAN

SUBKEGTATAN

TARGET
CAPAIAN
PROGRA

M/
HASIL

KEGIATA
N/

KELUAR
AN SUB
KEGIATA

N

PAGU
INDIKATIF (Rp.)

PD/
KET.

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di
Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang
Disusun

J

Rekomen
dasi

t.992.700

Pendampingan dan
Asistensi

Jumlah dokumen
hasil Pendampingan
dan Asistensi

4 laporan 192.187.500

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pernerintahan Daerah

6
perangka
t daerah

4.ffig.700

Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

168
perangka
t daerah

80.374.800

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifi kasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

Jumlah Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

D

Kegiatan
71.O37.500

Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

Jurnlah Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi dan
Verifikasi Penegakan
InteSritas

165
perangka
t daerah

36.105.500

4.2.Dukungan Program Prioritas Nasional, Program Delegasi Provinsi, dan
Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo

Program kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan dalam
Rencana Keq'a Inspektorat Daerah tahun 2026 diarahkan untuk
mendukung pencapaian kinerja Program Prioritas Nasional, Program
Delegasi Provinsi, dan Kegiatan unggulan Kabupaten purworejo.
a. Dukungan Program Prioritas Nasional

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Inspektorat Daerah yang
mendukung program prioritas nasional diarahkan untuk mendukung
Asta cita ketujuh yaitu oMemperkuat reformasi politik, hukum dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pembera.ntasan
korupsi, narkoba, judi dan penyelundupa.n" khususnya pada program
prioritas ketiga yaitu Reformasi Hukum Politik dan Birokrasi- melalui
aktifitas Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi dan program prioritas keempat yaitu pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi melalui aktilitas penyJenggaraan
Pengawasan Internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu,
Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan- Daerah, dan
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada
2026

7 Asta Cita 7:
Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan.
Priogram prioritas 3
Reformasi Hukum Politik dan
Birokrasi

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Priogram prioritas 4
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

Penyelenggaraan Pengawasan
Internal dan Pengawasan dengan
tujuan tertentu melalui aktifitas :

Pendampingan, Asistensi dan
Verifikasi Pe ne gakan Inte gritas
Koordinasi, monitoring dan evaluasi
serta verifikasi pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Rencana Kerja Inspektorat Daerah 2026 juga mendukung Prioritas
Nasional ke 7 pada kegiatan prioritas utama Pencegahan Tindak
Pidana Korupsi melalui pelaksanaan :

1. Program : Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu
Subkegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan

Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan
Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa,
Kedasama Pengawasan Internal, Monitoring dan
Evaluasi Tindak tanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak la.njut Hasil Pemeriksaan APIP,
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan
Asistensi

Subkegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan,
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi,
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Pendampingan, Asistensi dan Verilikasi Penegakan
Integritas

Selain mendukung Asta cita program prioritas nasional, Inspektorat
Daerah selaku Aparat kngawasan Intern Pemerintah (APIP) juga
diamanatkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan
terhadap Program Strategis Nasional sesuai Surat Edaran Bersama
Menteri DalamNegeri dan Menteri Perencanaan pembangunan
Nasional Nomor Loo.2.4/32o7 /sJ dan Nomor 3 Tahun 2o25 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan wakil Kepala

I

Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah



Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-
2029 Pad,a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Dukungan Program Delegasi Provinsi
Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi diarahkan pada
dukungan pencapaian pelaksanaan program delegasi provinsi Jawa
Tengah yang ketiga yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi
berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa
beke{asama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN,
Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK. Aktifitas-aktifitas kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung program prioritas tersebut
diantaranya melalui Program Subkegiatan Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan aktifitas kegiatan yang
dilaksanakan yaitu Pendampingan Desa Anti Korupsi pada
subkegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan kegiatan Sosialisasi anti
korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar oleh Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Purworejo dan Penyuluh
Anti Korupsi Inspektorat Daerah pada subkegiatan Pendampingan,
Asistensi dan Verilikasi Penegakan Integritas. Aktifitas yang
mendukung delegasi Provinsi Jawa tengah tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut :

Dukungan Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo
Dukungan terhadap pencapaian kinerja Kegiatan Unggulan
Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung
pencapaian Misi Ke-5 Bupati Pur.wore.io pada Program prioritas ketiga
yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik,
pemerintahan yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif
berbasis teknologi informasi. Dukungan yang diberikan melalui
pelaksanaan program-program pada Inspektorat Daerah yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel dirancang
untuk memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran
dan sumber daya dilakukan secara efisien, efelrtif, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui
kegiatan pengawasan yzrrrg terencen a dan sistematis, progrem ini
bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin potensi
penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta
memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. pengawasan
dilaksanakan baik secara preventif maupun represif, dengan
pendekatan pengawasan intern, audit kinerja, audit keuangan,
reviu, evaluasi, dan pemantauan.
Aktifitas yang dilaksanakan dalam program ini meliputi
penyelenggaraan Pengawasan Internal dan penyelenggaraan
Pengawasan dengan tujuan tertentu yang meliputi pengawasan

c
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No Pmgram Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada
2026

3 Pelatihan dan Pendidikan Anti
Korupsi berbasis ISO 37001 untuk
ASN dan Penye lenggara
Pemerintah Desa bekerjasama
dengan Aparat Penegak Hukum,
OMBUDSMAN, Kepolisian,
Kcjaksanaan, BPK & KPK

Pe ndampingan desa anti korupsi

Sosialisasi anti korupsi kepada ASN,
perangkat desa, da-n pelajar



Kineda Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah
Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu laporan Keuangan,
Pengawasan Desa, Kerja Sama Pengawasan Internal, Monitoring
dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/ Daerah, dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
Hasil dari program ini diharapkan marnpu memberikan kontribusi
nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas
pelaksanaan program kerja, serta membangun kepercayaan
masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemerintahan

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Program ini merupakan salah satu strategi utama dalam
memperkuat sistem pengawasan intem pemerintah secara
menyeluruh dan berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan
tersusunnya kebijakan pengawasan yang adaptif, implementatif,
dan mampu menjawab dinamika serta kompleksitas
penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan perumusan
kebijakan pengawasan, dilakukan penyusunan regulasi, pedoman,
standar, dan prosedur pengawasan yang terintegrasi, berbasis
risiko, dan selaras dengan arah kebijakan nasional, sedangkan
pendampingan dan asistensi pengawasan menjadi instrumen
penting dalam mendukung penerapan kebijalan pengawasan di
seluruh unit kerja melalui peningkatan pemahaman, kapasitas, dan
keterampilan aparatur dalam penerapan sistem pengendalian
intern, penegakan integritas serta pencegahan dan pemberantasan
korupsi.
Aktifitas yang dilaksanakan dalam program ini meliputi
penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan dan penyelenggaraan Pendampingan dan
Asistensi yang meliputi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verilikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
Diharapkan, pelaksanaan program ini mampu mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan
berintegritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini merupakan program pendukung pelaksanaan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alrtilitas kegiatan yang
dilaksanakan meliputi administratif, teknis, dan operasional, yang
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
seperti : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, Administrasi BMD,
Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan BMD,
Penyediaan jasa Penunjang, dan Pemeliharaan BMD.

Program-program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah diharapkan
mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Pitulungan khususnya
pada program unggulan keempat Sejahtera Wargane di kegiatan
Pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Aktilitas yang
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No
Program

Unssulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026

4 Sejahtera
Wargane

Pendidikan, pencegahan,
dan pemberantasan
korupsi

1. Penyelenggaraan
Pengawasan Internal dan
Pengawasan dengan
tujuan tertentu

2. Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

3. Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

4. Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

5. Koordinasi, monitoring
dan evaluasi serta
verifikasi pencegahan dan
pemberantasan korupsi

mendukung program unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.

Selain mendukung program unggulan yang keempat, Inspektorat
Daerah juga berperan untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan
program pitulungan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai
peraturan dan perundangan yang berlaku dan mampu memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik,
efektivitas pelaksanaan program kerja, serta meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemerintahan.

4.3. Kineq'a Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat daerah dapat dikatakan berhasil atau tercapai
apabila pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan telah sesuai ataupun
melebihi target kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah yang
telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya
adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih, dan akuntabel yang diukur melalui berbagai indikator
strategis yang mencerminkan efektivitas pengawasan, peningkatan
akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah
daerah.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2026 terdiri dari Indikator Kinerja Utama (lKU) dan Indikator Kinerja
Kunci (IKK) yang dalam penetapannya berpedoman pada Rencana
Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029,
RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten
Purworjo Tahun 2025-2045 dan Permendagri No. 18 Tahun 2O2O tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9
Tentang l,aporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (lKK)
Inspektorat daerah Kabupaten Purworejo tahun 2026 adalah sebagai
berikut :

1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian lntern Pemerintah
(SPIP) merupakan indikator tujuan perangkat daerah yang juga
menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kineq'a Kunci (IKK)
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini
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menunjukkan tingkat kematangan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP, semakin
kuat sistem yang terbangun untuk mencegah penyimpangan dan
memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Nilai pada
indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi atas tingkat kematangan
SPIP pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator tujuan
perangkat daerah yang juga menjadi Indikator Kinefa Utama dan
Indikator Kineqia Kunci [KK) Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2026. lndliJrlator ini menilai sejauh mana perangkat
daerah mampu merencanakan, melalsanakan, mengukur, dan
melaporkan kine{a mereka secara transparan dan akuntabel.
Semakin tinggi nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah), semakin baik pula kualitas akuntabilitas kinerl'a suatu
instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah. Nilai SAKIP
Perangkat Daerah diperoleh dari hasil Evaluasi atas level Kapabilitas
APIP pada tahun n yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP)
Indikator Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) merupakan indikator sasaran perangkat daerah dan menjadi
Indikator Kine{a Utama dan Indikator Kineq'a Kunci (lKK) Inspektorat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Indikator ini menunjukkan
Level tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas
pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik
sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar
dapat mewujudkan perannya secara efektif. Semakin tinggi nilai
Kapabilitas APIP menunjukkan semakin kuat dan profesional fungsi
pengawasan internal oleh APIP dalam suatu pemerintah daerah. Nilai
Kapabilitas APIP diperoleh dari hasil Evaluasi atas level Kapabilitas
APIP pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

4. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) .

Indikator Nilai Man4jemen Risiko Indeks (MRI) merupakan indikator
sasaran perangkat daerah dan menjadi salah satu Indikator Kineq'a
Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.
Indikator ini menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di
lingkup Kementerian / l,embaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh
dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Semakin
tinggi nilai Manajemen Risiko Indeks menunjukkan semakin baik pula
kemampuan instansi tersebut dalam mengidentilikasi, menganalisis,
mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat
menghambat darr mempengaruhi pencapaian tujuan. Nilai Manajemen
Risiko Indeks (MRI) diperoleh dari hasil Evaluasi atas kematangan
penerapan Manajemen Risiko pada tahun n yang dirilis oleh BPKP.

5. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Indikator Nilai Indeks Efelrtiuitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah
indikator sasaran perangkat daerah dan menjadi salah satu Indikator
Kine{a Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2026. Indikator ini merupakan Indeks pengukuran atas kemajuan
segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah berhasil. Semakin tinggi Indeks
Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan upaya
pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi semakin

,t



efektif dan berhasil. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) diperoleh dari hasil evaluasi atas efektifitas pengendalian
korupsi pada tahun n yang dirilis oleh BpKp.

6. Indeks Integritas Nasional
Indikator Indeks Integritas Nasional merupakan indikator sasaran
perangkat daerah dan menjadi Indikator Kinerl'a Utama dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2026. Indikator ini menggambarkan tingkat integritas
Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil
survei dan analisis data dari tiga sudut p""a""g, yaitu penilaian
internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli yang
dilaksanakan oleh KPK. Semakin tinggi Indeks Integritas Nasional
suatu daerah menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan
keberhasilan daerah tersebut dalam membangun budaya antikorupsi
dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Target Indikator Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2026 dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Indikator a Daerah
No Indikator Satuan Target 2026

Indikator Kineq'a Utama (IKU) Perangkat Daerah
I Nilai Maturitas Sistem

Pengendalian Intern
Pemerintah

Angka 3,333 Tujuan PD

2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 72,24 Tujuan PD
3 Nilai Kapabilitas APIP Angka 3,279 Sasaran PD
4 Nilai Manajemen Risiko

Indeks
Angka 3,232 Sasaran PD

5 Nilai Indeks Efekffitas
Pengendalian Korupsi (IEPK)

Angka 3,164 Sasaran PD

6 Indek Integritas Nasional Angka 78,24 Sasaran PD
7 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 72,24 Sasaran PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah
1 Indek Integritas Nasional Angka 78,24 IUP
2 Maturitas Sistem

Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Angka 3,333 Permendagri
No. 18
Tahun 2O2O

3 Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

Angka 3,219 Permendagri
No. 18
Tahun 2O2O



BAB V
PEITUTUP

5.1.Catatan Pentlng
Rencana Keg'a Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2026 merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan / subkegiatan
pada tahun 2026. Rencana Keq'a Inspektorat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2O26 dalam penyusunannya telah mempedomani
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purworejo 202l-2026, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2O29,
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun
202l-2026 beserta perubahannya, Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun
2026.

Rencana Ke{a Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2026, memuat nama program/ kegiatan/ subkegiatan, waktu, lokasi, biaya
serta gambaran yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu satu tahun anggaran sesuai prioritas program kegiatan
pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2026.

5.2.Kaidah Pelakranaan
Pelaksanaan Rencana Ke4'a Inspektorat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2026 perht memperhatikan kaidah-kaidah pelalsanaan
agar dapat beq'alan efektif, efisien, dan akuntabel. Kaidah pelaksanaan
yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang hendak
dicapai pada alhir tahun dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Memperhatikan prioritas sasaran dan kemampuan keuangan
pemerintah daerah dalam penganggaran pelaksanan kegiatan

3. Memperhatikan indikator sasaran program, kegiatan dan
subkegiatan yang ditargetkan dalam pelaksanaaa kegiatan.

4. Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi berkala capaian
kine{a pelaksanaan sebelumnya dalam pengendalian pelaksanaan
kegiatan.

5. Memperhatikan kecukupan sumberdaya manusia dan sarana
prasarana pendukung pelaksanaan kegaiatan

6. Memperhatikan isu-isu penting dan perubahan kebijakan dalam
penyelenggaraan fungsi perangkat daerah.

S.3.Rencana Tlndak lanJut
Rencana tindak lanjut yang akan diambil dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam
membantu Bupati Purworejo membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan oleh perangkat daerah.

2. Melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah
direncanakan dalam Renja Inspektorat Daerah secara efektif, efisien
dan ekonomis;

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas
pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan agar berjalan sesuai

rgn9f,nfl haqa prren6hat dnerehll lj

{



4. Melaksanakan perbaikan, perubahan dan percepatan pelaksanaan
kegiatan atas capaian kineda yang belum sesuai rencana kerja
berdasar hasil monitoring dan yang dilaksanakan.

5. Melaksanakan pelaporan pencapaian sasaran dan target program,
kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam renja ini
secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja
yang telah dibuat.
Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2a26 untuk dijadikan pedoman dalam penganggaran, peliaksanaarl
dan pengendalian program, kegiatan dan subkegiatan Inspelctorat Daerah
pada tahun 2026 guna mencapai target dan sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan.
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